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KATA PENGANTAR
Trias Obligasi dan Praksis Penegakan HAM 2010

Buku ini merupakan catatan situasi penegakan hak asasi manusia di Indonesia sepanjang tahun
2010. Berkat jerih payah seluruh badan pekerja KontraS, yang memang memfokuskan kerja-kerjanya
pada advokasi HAM di Indonesia (terutama di Aceh, Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi,
Nusa Tenggara dan Papua), regional Asia Tenggara dan Timor Leste. Catatan ini merupakan upaya
rekan-rekan KontraS untuk terus mendokumentasikan pengalaman, penderitaan dan perjuangan
masyarakat sipil yang menjadi korban kekerasan. Dari catatan ini, ada banyak pelajaran berharga dan
kemajuan yang bisa didapat; KontraS mengapresiasi kegigihan dan daya tahan advokasi para korban
pelanggaran HAM, terutama dari kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang terus mencari ke-
adilan dan kebenaran. Kontra$S secara khusus menyampaikan rasa bahagianya, karena dapat kembali
menghadirkan catatan penegakan HAM Indonesia, setelah absen selama 2 tahun (2008 dan 2009),
karena kesibukan yang menyita waktu.

Advokasi HAM dalam kerja-kerja KontraS, menggunakan cara pandang, salah satunya, dengan men-
empatkan negara sebagai salah satu aktor utama, dalam upaya penegakan HAM secara kompre-
hensif. KontraS percaya, negara sebagai aktor harus menjalankan tiga prinsip utama HAM (‘trias
obligasi’): penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

Penghormatan dapat diartikan sebagai penjaminan atas HAM di dalam aturan perundang-undan-
gan. Konstitusi kita, UUD 1945 Amandemen Keempat, menghadirkan banyak corak tentang hak
asasi manusia di dalamnya. Bahkan, munculnya sejumlah aturan perundang-undangan yang terkait
dengan penghormatan hak asasi juga dapat diakui sebagai terobosan penting pasca-reformasi 1998.

Sedangkan perlindungan mengandaikan adanya peran negara yang aktif untuk memberikan pence-
gahan dari ancaman kekerasan atau tindakan lain darimana pun yang merugikan atau mencederai
setiap individu. Tindakan ini idealnya harus diikuti dengan kemampuan dan keterampilan negara
beserta perangkatnya untuk bisa mendeteksi dan membedakan, “Mana yang hak asasi? Mana yang
bukan hak asasi?” Seperti misalnya, negara harus bisa memberikan perlindungan kepada warga
negaranya yang terancam penggusuran tempat tinggal dan usaha dari ekspansi bisnis raksasa seperti
mal dan hiper market; atau dari rencana perkebunan kelompok bisnis tertentu. Sebaliknya, negara
dilarang menempuh cara-cara yang justru bisa meniadakan hak rakyatnya. Apalagi dengan meng-
gunakan pendekatan kekerasan.

Pemenuhan HAM adalah agenda negara untuk mewujudkan atau menyediakan perangkat-perang-
kat yang dapat menunjang agar hak-hak asasi, sebagaimana yang dijamin dalam aturan perundang-
undangan, bisa secara nyata dinikmati oleh setiap individu maupun kelompok. Misalnya, akses ke-
adilan, akses kesehatan, akses ekonomi, fasilitas umum dan lain sebagainya.

Dengan cara pandang di atas, KontraS berhasil bertahan dalam hiruk pikuk advokasi HAM. Tu-
juannya tetap membangun nasionalisme yang didasari pada penghormatan nilai-nilai kemanusiaan
dalam proses demokratisasi Indonesia. Dengan tujuan tersebut, pilihan kerja-kerja yang dilakukan
adalah melalui: kegiatan pembelaan korban kekerasan; pemantauan langsung maupun tidak lang-
sung terutama pada daerah-daerah rentan seperti Aceh dan Papua, melakukan pembelaan terhadap
anggota masyarakat yang kebebasannya dirampas —seperti pada kasus penyiksaan-. Kerja penting
lainnya adalah melakukan penguatan advokasi HAM bagi para korban dan keluarga korban ke-
kerasan dan masyarakat tertentu, seperti gerakan kaum muda.

Aktivitas di atas dilakukan KontraS di tengah pusaran advokasi HAM di Indonesia, bahkan di Asia
Tenggara dalam berbagai situasi dan kondisi. Melalui eksistensi semacam ini lah KontraS berhasil
mendapatkan informasi aktual, perihal kasus-kasus dan perdebatan dalam ruang-ruang penegakan
HAM di Indonesia, Asia Tenggara maupun di Timor Leste, khususnya pada lingkup penuntasan kasus
pelanggaran HAM masa lalu.

Kami berharap, wujud kolaborasi antara fakta kualitatif dan kuantitatif dalam buku ini, dapat memu-
dahkan para pembaca untuk melihat titik-titik fokus (kasus) HAM yang menjadi perhatian KontraS
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sepanjang tahun 2010. Titik-titik fokus ini masih didominasi oleh tindak kekerasan berupa, praktik
penyiksaan, kriminalisasi masyarakat sipil (baik pekerja HAM dan demokrasi, jurnalis, petani, nelayan
dan buruh); praktik sekuritisasi secara berlebihan, terutama seperti yang terjadi di Papua, yang me-
munculkan maraknya kasus diskriminasi dan kriminalisasi.

Catatan HAM ini juga memberikan perhatian khusus pada agenda reformasi sektor keamanan. Dari
hasil pemantauan KontraS selama 2010, Polri cukup aktif dalam membangun atau membuka komu-
nikasi dengan KontraS dalam mendiskusikan kekerasan yang terjadi, terutama dari unit-unit kerja
pengawasan, seperti Irwasum dan Kompolnas. Sementara TNI dan intelijen cenderung tertutup dan
tidak progresif melakoni penuntasan agenda reformasi di instansi masing-masing. Penunjukan Purn-
omo Yusgiantoro sebagai Menteri Pertahanan tidak memberikan nilai tambah bagi upaya memban-
gun TNI yang sensitif pada nilai HAM. Buktinya penyiksaan masih terjadi di Papua.

Catatan ini juga masih menghadirkan agenda utama KontraS lainnya, dalam hal ini penuntasan
kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ada situasi yang timpang, di mana ruang dialog atas suara
korban mulai didengar oleh lingkaran kekuasaan (khususnya Presiden dan sejumlah menterinya);
namun ruang dialog ini kurang memberi inspirasi untuk memunculkan kebijakan dan tindakan yang
jelas atas sikap negara yang selama ini diam dan enggan untuk mengakhiri impunitas. Bahkan men-
ariknya, sikap Presiden SBY juga semakin mengapresiasi nama-nama individu yang diduga patut di-
mintai pertanggung jawabannya, seperti Sjafrie Sjamsoedin, yang kini menjabat posisi Wakil Menteri
Pertahanan RI.

Selain itu, kami mendeskripsikan sejumlah isu penegakan HAM. Salah satu yang menarik adalah
bagaimana menguatnya lokalitas legal dan komunalisme yang mengatasnamakan Islam dalam ke-
tiadaan perlindungan hak asasi di berbagai tempat seperti di Aceh dan berbagai tempat dalam isu
Ahmadiyah dan penutupan gereja. Situasi ini, seolah ada kesepakatan mayoritas di tingkat lokal-lokal
tertentu, tanpa menghargai aspirasi dan nilai pihak lainnya. Lebih jauh, bahwa perlu diingat, sesung-
guhnya HAM adalah standar nilai minimalis yang harusnya dijadikan rujukan untuk saling meng-
hormati, baik oleh negara maupun oleh sesama anggota masyarakat. Hal ini juga menjadi esensi
beragama: Bagaimana menjadi perangkat yang damai (salam) buat semua makhluk.

Sampai di sini, di penghujung 2010, berdasarkan catatan ini, KontraS bisa mengatakan aturan hu-
kum HAM di Indonesia hanya menegaskan bahwa setiap individu memiliki hal legal atas HAM tapi
masih jauh daya gigit hukumnya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan secara konkret.
Dalam bahasa trias obligasi, negara baru mampu menerbitkan aturan hukum HAM tapi belum pada
perlindungan dan pemenuhan. Maka dari itu, catatan situasi HAM ini tidak memiliki banyak pilihan
dalam mencantumkan judul kecuali, Janji tanpa Bukti. Selamat membaca!

Jakarta, Maret 2011

Haris Azhar
Koordinator KontraS
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Sepanjang 2010 KontraS menemukan sejumlah kegagalan negara dalam memberikan perlind-
ungan HAM terhadap warganya. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah situasi HAM yang khas. Secara
khusus KontraS membuat rangkuman gambaran umum penegakan HAM 2010 di bawah ini:

I. Serangan Pekerja HAM dan Demokrasi

Seperti serangan terhadap pekerja HAM dan demokrasi. Bentuk serangan fisik dan mengakibat-
kan tewasnya seorang jurnalis Alfrets Mirulewan jurnalis Pelangi di Maluku Barat Daya pada
tanggal 17 Desember 2010. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap jurnalis dalam catatan Kontra$S
terjadi berupa pembunuhan yang diduga dengan diawali tindakan kekerasan (seperti penyik-
saan); Pemukulan atau perlakuan tidak menyenangkan dalam kerja peliputan serta perusakan
alat kerja, seperti kamera. Dugaan-dugaan latar belakang kekerasan terhadap jurnalis hampir
bisa dipastikan disebabkan oleh pemberitaan-pemberitaan atau kerja-kerja peliputan yang dilaku-
kannya. dari sisi sebaran wilayah kekerasan-kekerasan tersebut terjadi beberapa kali di daerah.

Selain kekerasan, bentuk lain tindakan buruk terhadap pekerja HAM dan demokrasi juga terjadi dalam
bentuk lain; krimininalisasi dan ketiadaan proses hukum. Hal ini bisa terlihat dalam kasus, Tama Satrya
Langkun (staf ICW). Kasusnya tidak menunjukkan titik terang. Meskipun polisimengaku sudah bekerja,
SBY sudah menyatakan dukungan atas penuntasan, serta Kapolri terpilih Timur Pradopo mempriori-
taskan kasus ini. Kriminalisasi juga terjadi terhadap pengacara petani, seperti dalam kasus kasus Eva H
Bande Toili Banggai Sulteng. Tahun ini pun dihampakan oleh ketiadaan kemajuan atas kasus Munir.

Il. Akuntabilitas Polisi Lemah

Sepanjang tahun 2010, tercatat 34 kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian. Delapan kasus di
antaranya mengakibatkan warga sipil tewas akibat tembakan. Praktik kekerasan umumnya meru-
pakan kasus-kasus penyiksaan. Peluang praktik penyiksaan biasanya muncul pada tahap penyidikan
perkara. KontraS juga mencatat berbagai kasus-kasus besar, seperti Buol (8 warga tewas, 26 warga
luka berat, luka tembak, luka ringan dan pemukulan) dan penangkapan warga Papua yang dituduh
TPN OPM (16 warga ditangkap, 1 orang tewas, 2 luka tembak: 4/10 dan 21/11). Aparat kepoli-
sian kerap menggunakan kekuatan senjata berlebihan (excessive use of forces) juga terlihat dalam
kasus-kasus kriminalisasi warga di sektor bisnis. Tercatat 7 kasus terjadi di wilayah-wilayah Sumatera,
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Kalimantan, Sulawesi, dan Papua; di mana lahan-lahan dan sumber daya alam menjadi perebu-
tan antara pemilik modal dan warga. Dan umumnya aparat kepolisian berdiri di barisan pebisnis.
Bahkan di tahun 2010, tercatat 24 orang tewas dalam operasi Densus 88 di berbagai wilayah. Kasus-
kasus mencolok perhatian publik terjadi pada; operasi penggerebekan terorisme di pegunungan
Jantho Aceh, penggerebekan teroris di Cawang dan Cikampek, penangkapan Abu bakar Ba'asyir,
operasi anti-terorisme perampokan Bank CIMB Niaga dan penyerangan Polsek Hamparan Perak.
Aparat Densus 88 Anti Teror kerap tidak mengindahkan standar prosedur operasi. Ini terbukti den-
gan banyaknya praktik penyimpangan (salah tangkap, selalu menewaskan korban jiwa, tidak pernah
membawa surat penangkapan dan penahanan). Dan parahnya lagi, 72 tersangka teroris di Aceh yg
ditangkap Densus 88 Anti Teror, 16 diantaranya adalah mantan narapidana teroris (data BNPT 2010).

I1l. Perlakuan Buruk Tahanan Politik

Polisi terus melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang di Maluku dan Papua yang diduga
memiliki aktivitas politik separatisme; RMS (Republik Maluku Selatan) dan OPM (Organisasi Papua
Merdeka). Penangkapan ini dilakukan dengan menggunakan pasal 106, 110 KUHP dan PP No 77
Tahun 2007 tentang Lambang Negara atas dugaan melakukan aktivitas, diantaranya, berupa pengi-
baran bendera, diduga merencanakan aksi demonstrasi dan memiliki bendera organisasinya. Bahkan
penangkapan juga didasari oleh alat kampanye HAM, seperti poster “Bebaskan Tahanan Politik”.
Dalam proses penangkapan, dari hasil pemantauan, laporan keluarga dan investigasi Kontra$, dite-
mukan banyak tindak kesalahan prosedur, seperti tidak ada surat penangkapan, kekerasan berupa
penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya selama masa penahanan para tapol, baik di Maluku mau-
pun di Papua. Perlakuan buruk tersebut berupa pembatasan akses keluarga untuk menjenguk para
tahanan atau narapidana, minim akses masyarakat untuk menjenguk para tahanan, minim akses
terhadap kuasa hukum serta buruknya kondisi tahanan dan pelayanan kesehatan.

Tindak kekerasan yang mendapat perhatian publik terjadi pada kasus penangkapan, penahanan dan
tindakan penyiksaan yang diduga kuat dilakukan oleh Densus 88 AT, terhadap 15 orang di Ambon
dan terhadap 6 orang di Saparua, dilakukan oleh Wakapolsek Saparua, Iptu Pol. Frans Siahaya,
serta anggota kepolisian polsek Saparua lainnya. Merujuk catatan KontraS, sepanjang tahun 2010
terdapat 34 orang napol Papua. Mereka ditahan di berbagai lapas, seperti Abepura, Biak, Wamena,
Nabire, Fak-Fak, Serui dan Timika. Kepala Kanwil Dephukham. Sebanyak 83 orang masih tercatat
sebagai tapol/napol Maluku. Mereka tersebar di 8 titik lapas, seperti di Kuning Nusa Kambangan,
Permisan Nusa Kambangan, Malang, Porong, Semarang, Kediri, Nania Ambon dam Rutan Waiheru
Ambon.

IV. Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Berekspresi Masih Terancam

Kecenderungannya negara melakukan politik pembiaran atas serangkaian kasus ke-
kerasan kebebasan beragama meningkat drastis. Kita bisa mengambil contoh kasus ke-
kerasan gereja HKBP Ciketing Bekasi pada September 2010. Aparat kepolisian tidak mam-
pu mencegah aksi kekerasan FPI. Kita juga bisa merujuk contoh kekerasan terbaru pada
kasus penggembokan panti asuhan Hasanah Kautsar Tasikmalaya Jawa Barat. Penggembo-
kan itu melibatkan Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Polres kota Tasikmalaya (9/12). Kasus se-
rupa juga terjadi pada Gereja Yasmin Bogor, yang dilakukan aparat polisi dan Satpol PP (19/9).

Hal ini dadahului dengan ggalnya Judicial Review atas UU Nomor 1/PNPS/1965 (UU Penodaan Agama)
yang dimohonkan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil. Pemerintah juga belum mencabut kebi-
jakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri: Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam
Negeri. Kebijakan ini kelak banyak dijadikan legitimasi organisasi’kelompok penyerang untuk mem-
perluas aksi kekerasan.

Pada beberapa acara diskusi-diskusi yang melibatkan korban-korban konflik politik dan pelanggaran
HAM tahun 1965-1967 aparat hukum juga aktif berkolaborasi dengan organisasi sipil anti demokrasi
untuk meminta diskusi-diskusi tersebut dibubarkan. Hal ini adalah ancaman terhadap kebebasan
berkumpul dan berpendapat. Untungnya, Mahkamah Konstitusi pada 13 Oktober 2010 menyatakan
UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Kewenangan Pelarangan Buku tidak boleh diimplementasikan tan-
pa adanya putusan dan atau perintah pengadilan telebih dahulu.



V. Kekerasan di Papua Berlanjut

Beredarnya munculnya video-video penyiksaan yang beredar di situs Youtube, diantaranya vid-
eo penyiksaan Yawan Wayeni seorang aktivis politik Papua yang dituduh sebagai anggota TPN/
OPM. Video penyiksaan lainnya, terkait dengan 3 warga Tingginambut Papua yang disiksa
aparat TNI (nama-nama korban dalam video: Goliat Tabuni, Kotoran Wenda dan Tives Tabuni).

Dalam kasus penyiksaan Yawan Wayeni, diduga kuat aparat Brimob Polda Papua menjadi aktor pe-
nyiksaan. Sedangkan, dalam kasus penyiksaan warga Distrik Tingginambut, aparat TNI AD menjadi
aktor utama penyiksaan. Persidangan sempat digelar di pengadilan militer (Permil) 1ll-19 Kodam XVII/
Cenderawasih, Jayapura pada bulan November 2010 dan menghukum 4 terdakwa (Praka Syaiminan
Lubis, Prada Joko Sulistiono, Prada Dwi Purwanto dan Letda Cosmos); namun banyak pengabaian
atas fakta peristiwa dan rasa keadilan korban. Di tengah buruknya situasi HAM, Pemerintah Pusat,
Presiden masih saja ‘diam’ atas keterpurukan masyarakat Papua.

VI. Memperpanjang Impunitas atas Pelanggaran HAM yang Berat

Negara masih belum memprioritaskan urusan penuntasan kasus pelanggaran HAM yang berat dalam
kebijakan politik HAMnya. Ini terbukti dengan masih diabaikannya empat rekomendasi Panitia Khu-
sus (Pansus) DPR RI untuk kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997/1998 kepada Presiden
dan institusi pemerintah. Respon pemerintah, baik Presiden dan para pembantunya masih bersifat
diskursif belaka, bahkan terkesan karitatif. Kedua, proses hukum atas kasus-kasus pelanggaran
berat HAM yang telah diselidiki Komnas HAM masih macet dan tidak jelas status hukumnya. Jaksa
Agung baru, sejak terpilih, tidak mengeluarkan suatu kebijakan apapun untuk mencari terobosan ke-
buntuan situasi ini. Sementara dari sisi Kemenkumham tidak adanya konsep sinergitas dan kerangka
kerja yang jelas dalam perumusan proses legislasi untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM
masa lalu seperti; RUU KKR, Pengadilan HAM (UU 26 Tahun 2000) dan Pengadilan HAM di Aceh,
serta ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

Ketiga, tidak ada agenda keadilan atas penanganan pascakonflik seperti Aceh dan Timor Leste. Di
Aceh, Meski upaya meretas perdamaian terus berjalan, namun situasi ini tidak berimbang dengan
akuntabilitas pelanggaran HAM. Situasi di atas berbeda dengan nama-nama yang kontroversial; sep-
erti (alm) Soeharto hampir mendapatkan gelar pahlawan nasional. Sjafrie Sjamsoedin yang diduga
bertanggung jawab atas sejumlah peristiwa dihadiahi jabatan Wakil Menteri Pertahanan dan Timur
Pradopo yang berada saat peristwa Trisakti 1998 dan kini menjadi Kapolri. Serta Eurico Gutteres,
salah seorang Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) yang telah dibebaskan Mahkamah Agung
(MA), justru mempromosikan perlindungan kepada 403 orang mantan PPl yang berstatus tersangka
dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Serious Crime Unit di Timor Leste.

VII. Reformasi Institusi Keamanan Tidak Komprehensif

Di tahun 2010 ini momentum agenda reformasi sektor keamanan ditandai oleh pergantian pucuk
pimpinan TNI dan Polri, yang diharapkan bisa secara progresif melanjutkan agenda yang belum fi-
nal. KontraS menyambut baik pernyataan Panglima TNI baru, Laksamana TNI Agus Suhartono saat
melakukan agenda fit and proper test di DPR yang mengakui masih ada defisit dalam agenda refor-
masi TNI. Kami sepakat bahwa ada tiga agenda defisit yaitu, reformasi sistem komando teritorial,
penuntasan pengambilalihan sektor bisnis yang dimiliki TNI, dan revisi sistem peradilan militer. Tentu
pernyataan ini harus ditindaklanjuti oleh TNI secara lebih konkret mengingat ketiganya merupakan
mandat konstitusional, meski juga harus dipahami bahwa pernyataan Panglima TNI ini bisa menim-
bulkan resistensi, bahkan dari kalangan internal TNI sendiri.

KontraS memandang agenda Reformasi Sektor Keamanan (RSK) yang masih defisit adalah skema
akuntabilitas yang minim bila merespon suatu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor-aktor
sektor keamanan (polisi, militer, dan intelijen). Akuntabilitas sektor militer misalnya masih terham-
bat oleh sikap resistensi dari pihak militer dalam merevisi sistem peradilan militer yang ada. Padahal
selama ini sistem ini turut menyumbang praktik impunitas dan tidak memiliki efek jera dengan hasil
putusan yang sangat tidak adil bagi korban dan prosesnya tidak transparan. Demikian pula di sek-
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tor kepolisian, absennya mekanisme akuntabilitas eksternal yang independen membuat penanga-
nan kasus-kasus penyalahgunaan kewenangan (khususnya dugaan korupsi dan pelanggaran HAM)
diragukan hasilnya. Proposal perbaikan sistem akuntabilitas kepolisian lewat revisi Perpres Nomor
17/2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terlihat tidak bisa menjawab kebutuhan
sebenarnya. Sementara itu di sektor intelijen, agenda akuntabilitasnya masih menunggu RUU Inteli-
jen yang baru. Selain akuntabilitas institusional, agenda RSK sejauh ini masih luput memperhatikan
akuntabilitas personel, yaitu suatu mekanisme vetting bagi mereka yang punya rekam jejak buruk
HAM di masa lalu. Minimnya akuntabilitas bagi aktor-aktor sektor keamanan akan secara tidak lang-
sung memfasilitasi praktik pelanggaran HAM baru di masa depan karena ketiadaan efek jera. Bisa
diprediksi perilaku aktor-aktor sektor keamanan tersebut tidak akan berubah banyak di tahun depan.

Agenda RSK yang penting lainnya adalah koordinasi dan sinergisitas antar aktor-aktor sektor ke-
amanan. Sejauh ini relasi antar polisi, militer, dan intelijen masih tumpang tindih dalam mengelola
keamanan nasional. Hal ini terlihat dalam penanganan terorisme dengan terbentuknya Badan Na-
sional Penanggulangan Terorisme (BNPT), di mana tampak TNI mulai memasuki area yang bukan
merupakan kompetensi institusinya, yaitu area penegakan hukum. Demikian pula dalam salah satu
topik kontroversial dalam RUU Intelijen yang akan membahas kewenangan agen intelijen untuk
menangkap dan menahan tanpa didasari suatu prosedur hukum normal. Hal-hal tersebut bisa poten-
sial melahirkan suatu pelanggaran HAM yang sistemik. Sebenarnya peluang untuk menata peran dan
fungsi spesifik masing-masing aktor sektor keamanan ada lewat penyusunan suatu RUU Keamanan
Nasional, yang sayangnya tidak menjadi agenda prioritas pemerintah dan parlemen.

VIII. Kebijakan ‘HAM Luar Negeri’ Indonesia Masih Baik

Proyeksi situasi HAM yang positif dari pemerintahan SBY lebih akan terwujud dalam urusan kebi-
jakan luar negeri. Hal ini disebabkan oleh citra positif Indonesia di mata dunia internasional karena
peran penting strategisnya: sebagai negeri transisi demokratik dengan berpenduduk muslim ter-
besar yang dianggap cukup sukses; perkembangan ekonomi yang stabil dan relatif tidak terimbas
pada krisis ekonomi global; dan de facto dianggap menjadi panutan di regio Asia Tenggara yang
mana di tahun depan akan menjadi pemimpinnya secara de jure. Tanda-tanda cukup positif untuk
kebijakan HAM luar negeri Indonesia bisa terlihat di beberapa tahun belakangan ini. Pemerintah
Rl lewat Kementerian Luar Negeri cukup serius mengusahakan peningkatan kapsitas badan HAM
Asia Tenggara (ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights/AICHR) dengan mandat
serupa dengan mekanisme HAM dengan standar internasional. Sayangnya, proposal itu ditentang
oleh negara-negara lain. Tidak tertutup kemungkinan untuk urusan HAM di tingkat ASEAN, Indone-
sia akan mendesakkan suatu agenda promosi dan perlindungan HAM yang lebih progresif. Sejauh
ini dukungan internasional cukup positif terhadap kontribusi Indonesia untuk urusan HAM, namun
sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk bisa merespon problem HAM kronik di regio ini, yaitu
merespon masalah Burma secara lebih cepat dan tegas.
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[I.1. Kasus-kasus Masa lalu: Impunitas Tanpa Koreksi

Sepanjang 2010, ketiadaan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM masa lalu masih terus berlang-
sung dan cenderung menguat. Indikasi ini terlihat jelas dari hal-hal yang terjadi sepanjang 2010,
diantaranya adalah; Pertama, rendahnya komitmen politik Presiden. Hal ini bisa dilihat dari pengabai-
kan empat rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPR Rl untuk kasus penculikan dan penghilangan
paksa 1997/1998 kepada Presiden dan institusi pemerintah berdasarkan rekomendasi DPR periode
2004-2009.

1, Merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad hoc
2. Merekomendasikan kepada Presiden dan serta segenap institusi pemerintah dan
pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang me-
nurut Komnas HAM masih hilang

3. Merekomendasikan Pemerintah untuk untuk merehabilitasi dan memberikan kom-
pensasi kepada keluarga korban yang hilang

4. Merekomendasikan kepada Pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti
Penghilangan Paksa

Kedua, lemahnya respon dari jajaran pemerintahan dibawah Presiden; Staf Ahli Bidang Hukum, HAM
dan Pemberantasan KKN, Menteri Hukum dan HAM, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan
maupun Kementerian Luar Negeri masih bersifat formal prosedural dan terkesan karitatif buat ke-
luarga korban kasus-kasus pelanggaran HAM dimasa lalu. Respon tersebut masih masih sebatas
pernyataan dan komunikasi politik, tetapi belum sampai pada pemenuhan kewajiban negara (state
obligation) dan pertanggungjawaban negara (state responsibility) yang konkret :
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Kebuntuan upaya diatas hampir berbanding urus dengan kebuntuan prosedural hukum yang dise-
babkan oleh lembaga penegak hukum (Komnas HAM dan Kejaksaan Agung) yang memiliki tang-
gung jawab terhadap proses hukum pelanggaran HAM masa lalu. Kedua lembaga ini masih saja
kerap melempar tanggung jawab satu dengan lainnya. Simak saja pernyataan Jaksa Agung Hendar-
man Supandji “Jadi, kalau Komnas HAM meminta Kejaksaan Agung menindaklanjuti kasus keru-
suhan Mei 1998) bisa saja, tetapi apakah dipenuhi dan ditemukan bukti-bukti yang memperkuat
pelanggaran HAM berat?”4. Pernyataan seperti ini telah menjadi sikap institusional dari Kejaksaan
Agung. Senada dengan Jaksa Agung, Domu P Sihite Direktur Penanganan dan Pelanggaran HAM
Berat Kejaksaan Agung, menyatakan “Komnas HAM melakukan penyelidikan awal lalu melimpah-
kan laporan mereka ke Kejaksaan Agung. Selama ini yang terjadi, laporan dari mereka kami rasa
kurang, lantas kami kembalikan lagi ke Komnas HAM untuk dilengkapi,” Kebuntuan ini sangat
kontributif bagi pelanggengan impunitas.

1 Patrialis Jamin beri pekerjaan korban tragedi Mei dalam http://www.detiknews.com/read/2010/05/12/110858/1355803/1
0/patrialis-jamin-beri-pekerjaan-keluarga-korban-tragedi-mei) 12 Mei 2010.

2Pertemuan dengan KontraS dan korban - Ruang Rapat Gedung Sekretariat Negara Sayap Timur, 5 Mei 2010.

3 Pertemuan dialog dengan Kontra$S dan Korban, 1 Desember 2010.

4 Bukti Harus Sesuai dengan UU No 26/2000, Kompas 12 Januari 2010.

5 Kejaksaan Agung Sebut Komnas HAM Kurang Responsif Terhadap Kasus HAM  dalam (http://us.detiknews.com/read/201
0/10/15/181538/1466316/10/kejagung-sebut-komnas-ham-kurang-responsif-terhadap-kasus-ham) 15 Oktober 2010.



Akibatnya kasus Trisakti-Semanggi | dan II, Kasus Mei 1998, Kasus Talangsari 1998, Kasus Penculikan
Aktivis 1997/1998 dan Kasus Wasior Wamena terhenti di tingkat Penyidikan Jaksa Agung. Di sisi lain,
Komnas HAM tak urung juga selesai menyelidiki perisitiwa kejahatan HAM 1965 dan Petrus 1998.
Sementara tidak ada yang merasa bertanggungjawab terhadap pemenuhan reparasi bagi korban
Tanjung Priok.

Ketiga, Kementrian Hukum dan HAM tidak memiliki kerangka kerja yang jelas dalam proses perumu-
san dan pengawalan legislasi yang terkait dengan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa
lalu seperti; RUU KKR, Amandemen UU Pengadilan HAM®, pendirian Pengadilan HAM di Aceh’,
dan ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Meski-
pun RUU KKR telah masuk dalam Prolegnas 2011, namun aturan ini masih mengandung sejumlah
kelemahan baik secara formal/proses dan materil/substansié. Semestinya, RUU KKR dan amandemen
UU 26/2000 tentang pengadilan HAM saling melengkapi dan bukan menegasikan. Tidak jelas pula
bagaimana menempatkan pengadilan HAM untuk Aceh dan KKR Aceh serta relasinya dengan pen-
gadilan dan KKR nasional. Idealnya, semua hal ini harus diterjemahkan dalam kerangka (blue print)
penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Impunitas juga masih membayangi ketiadaan hak-hak korban di Aceh dan Timor Leste. Di Aceh,
meski upaya meretas perdamaian di Aceh terus berjalan, namun situasi ini tidak berimbang dengan
akuntabilitas pelanggaran HAM di Aceh. Mandat Memorandum of Understanding (MoU 2005) dan
Undang — Undang Pemerintahan Aceh (UUPA No 11 Tahun 2006)° masih menemui kendala poli-
tik. KKR Aceh masih digantungkan pada pembentukan KKR Nasional dan pembentukan Pengadilan
HAM di Aceh belum bersambut dengan keputusan politik nasional. Sepanjang 2010 tidak ada upaya
serius pemerintah untuk menjalankan agenda keadilan yang dimandatkan dari MoU Helsinki mau-
pun UUPA.

Situasi ini juga dialami oleh korban kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Leste. Atas nama “per-
sahabatan politik”, kepentingan diplomasi Indonesia dan Timor Leste menjadi lebih utama ketimbang
menindaklanjuti kewajiban akuntabilitas pelanggaran HAM atas rakyat Timor Leste. Sepanjang 2010
tindak lanjut hasil dari KKP belum menyentuh akar persoalan, seperti mandat pembentukan Komisi
Orang Hilang Timor Leste masih belum dijalankan. Sementara itu, parlemen Timor Leste dan ma-
syarakat sipil setempat telah membuat RUU tentang lembaga penerus (tindaklanjut) dan RUU Re-
parasi berdasarkan hasil dari pembahasan rekomendasi CAVR dan KKP.

Tuntutan hukum pelanggaran HAM masa lalu di Timor Leste juga masih berlangsung berdasarkan
tuntutan dari Unit Kejahatan (Serious Crime Unit) terhadap para pelaku kejahatan kemanusiaan di
Timor Leste, seperti terhadap Domingos Mabuti dan Menteri Keadilan Timor Leste yang juga diduga
terlibat melakukan pembebasan terhadap pimpinan milisi Indonesia juga sedang diselidiki.’® Kondisi
ini membuat Eurico Gutteres, salah seorang Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) yang telah di-
bebaskan Mahkamah Agung (MA) menyampaikan kepada pemerintah memberi perlindungan agar
403 orang mantan PPl yang berstatus tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)
Serious Crime Unit tidak diangkap.™

Berangkat dari perjuangan korban melawan impunitas yang tak kenal lelah, inisiatif negara atas
sejumlah kasus dan modalitas hukum HAM yang ada di Indonesia, serta termotivasi oleh rekomen-
dasi DPR atas kasus Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, sesungguhnya
sejumlah inovasi dapat dilakukan oleh Presiden SBY dalam upaya memulihkan hak-hak asasi manusia
para korban pelanggaran HAM masa lalu yang terlanggar. Hal ini sejalan dengan inisiatif-insiatif yang
dilakukan oleh negara-negara transisional demokrasi lainnya, seperti:

6 UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, yang telah masuk dalam Prolegnas 2011.

7 MoU Helsinki point 2 dan UUPA No 11 Tahun 2006, Pasal 228.

8 Dari sisi substansi diantaranya RUU ini tidak menjelaskan definisi korban tetapi tidak menyebut definisi pelaku, tidak
menjelaskan waktu dan periode yang akan diselidiki, tidak mengatur secara rinci wewenang komisi dan tidak menjelaskan
bagaimana relasi RUU ini dengan mekanisme Judisial Pengadilan, belum memberikan wewenang khusus untuk KKR Aceh dan
Papua, belum menempatkan hak atas pemulihan korban secara komprehensif. Dari sisi proses belum minim proses dengan
para stakeholder (terutama korban), dan masih mengusulkan penggunaan 42 nama komisioner lama serta memungkinkan
Sekjen dan staf Komisi diangkat langsung pemerintah (lembar breafing KKPK untuk KKR)

9 MoU Helsinki poin 2 dan UUPA No 11 Tahun 2006, Pasal 228, 229.

10 Laporan The International Centre for Transitional Justice (ICTJ), Update Keadilan Transisi — Indonesia dan Asia, Mei-Juni,
November-Desember 2010.

11403 Mantan Pejuang Integrasi Timtim Berstatus DPO, Media Indonesia 27 November 2010.
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e Pernyataan Resmi (Official Statement) dalam bentuk Pengakuan dan Permintaan Maaf kepada Para
Korban atas terjadi Pelanggaran HAM di Masa Lalu;

e Meningkatkan Akuntabilitas Penegakan Hukum demi terselenggaranya kepastian hukum dan per-
lakuan yang sama di hadapan hukum;

e Mewujudkan keadilan restoratif melalui upaya-upaya pemulihan harkat dan martabat kehidupan
para korban;

e Menjamin adanya pencegahan keberulangan di masa depan melalui penghapusan kebijakan yang
diskriminatif, serta langkah-langkah lain yang diperlukan.

Keempat hal di atas tetap bisa dilakukan, sambil menunggu kesiapan institusi penegak hukum untuk
menghadirkan ruang-ruang keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Jaksa Agung adalah
kunci untuk menindaklanjuti proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta berkoordinasi dengan penegak hukum terkait. Keadilan secara substantif harus dihadirkan ke-
pada korban dan menjadi pembelajaran bagi publik di masa depan.

I1.2. Vetting: Pelaku Pelanggaran Berat HAM Masih Dapat Posisi Strategis

Akuntabilitas terhadap peristiwa-peristiwa pelanggaran berat HAM masa lalu tidak hanya absen
dalam bentuk ketiadaan penghukuman bagi para individu pelaku yang bertanggung jawab, namun
lebih dari itu beberapa di antaranya justru menikmati promosi jabatan dan status. Di tahun 2010 ini
Presiden mengangkat Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan, sementara itu banyak
pihak mulai mencoba mempromosikan (alm) Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Untuk mengisi kehampaan penghukuman (impunity gap), pemerintah seharusnya menggunakan
suatu upaya pembatasan bagi para pelanggar HAM untuk menduduki jabatan strategis. Upaya ini
telah lazim digunakan sejumlah negara yang mengalami transisi dari rejim otoritarian seperti In-
donesia, upaya ini dikenal dengan mekanisme “vetting” yakni dengan menyaring (screening) dan
mencegah masuknya (barring) para pelaku kejahatan serius HAM, memindahkan posisi (removal)
bagi para pejabat publik yang diketahui punya rekam jejak HAM buruk, dan memurnikan/member-
sihkan (purging) institusi-institusi negara yang dianggap strategis (serta potensial membahayakan
HAM), seperti: pengambil kebijakan politik di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, aktor-aktor
sektor keamanan dan pertahanan (polisi, militer, dan intelijen), dan sebagainya. Vetting juga pent-



ing dilakukan untuk menjamin kepercayaan publik atas mandat yang diberikannya. Ironisnya, hal ini
justru diabaikan. Mereka yang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan HAM masa lalu masih
begitu leluasanya mengisi posisi-posisi publik yang strategis.

KontraS mendampingi beberapa korban kasus Trisakti 1998, Peristiwa 13-15 Mei 1998 dan Pencu-
likan serta Penghilangan Orang secara Paksa periode 1997-1998 mengajukan gugatan di Peradilan
Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Keppres 3/P Tahun 2010' terkait pengangkatan Letjen TNI
Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Sayangnya pada September 2010, Majelis
Hakim PTUN menolak gugatan tersebut dan menyatakan bahwa “Gugatan tidak dapat diterima
karena menganggap dalil-dalil gugatan kabur".

Putusan ini jauh dari rasa keadilan dan semangat reformasi hukum dan peradilan. Putusan Hakim
mengabaikan dalil-dalil penggugat, khususnya berkenaan dengan dokumen hukum hasil penyelidi-
kan Komnas HAM atas kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998, Peristiwa Trisakti 1998
dan Peristiwa 13-15 Mei yang juga dikuatkan oleh saksi-saksi ahli yang kami hadirkan. Disebutkan
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wa, peristiva penembakan
Wawan dan kawan-kawan-
nya yang sudah diselidiki oleh
Komnas HAM untuk kasus Tri-
saksigSemanggi | dan Il dan
ada bukti pelanggaran HAM
berat, ini saya percaya suatu

dibawa ke meja

n. Yang paling ber-

jawab untuk kasus

Semanggi I dan I,

tan Menhankam

nderal Wiranto”

ata’ Sumarsih (lbunda BR
I Narma Irmawan)

bahwa dalam ketiga kasus itu terjadi, Letjen TNI Sjafrie Sjamsoedin menjabat sebagai Panglima Ko-
dam V Jaya dan sekaligus menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Mantap Jaya lll yang ber-
tanggungjawab atas ketertiban dan kemanan diwilayah DKI Jakarta. Jatuhnya korban dan kerugian
baik materiil dan immateriil dalam kasus—kasus tersebut diatas, tidak dapat dilepaskan dari tang-
gungjawab komando Letjen TNI Sjafrie Sjamoeddin, karena jabatan yang melekat padanya.

Perlu diingat, pada November 2009, Pemerintah Amerika Serikat (AS) pernah menolak kehadiran
Sjafrie Sjamsoeddin yang saat itu menjabat Sekjen Departemen Pertahanan melalui pelarangan pem-
berian visa. Peristiwa itu semestinya menjadi cermin bahwa prinsip universal jurisdiction berlaku bagi
kejahatan-kejahatan serius tertentu bagi Negara-negara yang masih memiliki persoalan HAM den-
gan warganya.

Masalah lainnya muncul ketika menjelang peringatan Hari Pahlawan 2010 —lazim dengan pemberian
gelar pahlawan nasional- terdapat usulan publik untuk merekomendasikan Soeharto, mantan Pres-
iden Rl sebagai pahlawan nasional. Soeharto merupakan personifikasi rezim otoriter yang selama 32

12 Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2010 yang diterbitkan pada tanggal 6 Januari 2010 yang berisi pengangkatan
Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai wakil Menteri Pertahanan, Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA, seb-
agai Wakil Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan pengangkatan Prof. Dr. Fasli Jalal. Ph.D sebagai Wakil
Menteri Pendidikan Nasional.
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tahun meraup kekayaan negara secara korup dan melanggengkan kekuasaan dengan pengekangan
hak-hak sipil-politik yang luar biasa ketat dan berulang kali memproduksi kekerasan massal terhadap
masyarakat sipil. Tercatat berbagai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan di bawah kepemimpi-
nannya, mulai dari pembantaian massal 1965/6, invasi Timor-Timur 1975/6, Penembakan Misterius
awal 80-an, Tanjung Priok 1984, Talangsari Lampung 1989, kasus 27 Juli 1996, Operasi Militer di
Aceh dan Papua, Penembakan di Trisakti dan Tragedi Mei 1998 hingga peristiwa penculikan terha-
dap aktivis 1997/1998.

Berbagai produk legislasi pasca-reformasi 1999 sebenarnya telah mengakui problem kerusakan
sistemik di masa rezim Soeharto. Ketetapan MPR RI No. XI tahun 1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bebas KKN mengamanatkan penuntasan dugaan KKN Presiden Soeharto. Aturan lain-
nya adalah TAP MPR IV/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 (GBHN).
Di bagian Bab Il tentang Kondisi Umum, MPR baru ini mengakui secara eksplisit bahwa kondisi krisis
hukum di rezim sebelumnya (Orde Baru) “mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak
asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi
manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.”

Pemerintah harus memperhatikan asas keadilan sebagaimana yang termaktub di dalam UU No. 20
Tahun 2009 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dalam situasi dimana
negara absen dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa Rezim Soeharto, pembe-
rian gelar pahlawan terhadap Soeharto dari Presiden SBY semakin menyesakkan derita para korban
dari kasus-kasus diatas. Rencana pemberian gelar pahlawan kepada HM Soeharto jelas merupakan
langkah kontradiktif bagi upaya mendorong penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM dimasa
Rezim Soeharto.

Kontorversi pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto ini sontak memuncul respon dari berbagai pi-
hak. Di Aceh, komponan masyarakat sipil Aceh termasuk KontraS Aceh bahkan menyurati Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono untuk menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada
mantan Presiden Soeharto. Rakyat Aceh tidak bisa melupakan Soeharto ketika berkuasa karena
berbagai keputusannya telah merusak tatanan hukum dan keadilan, termasuk operasi militer 1989-
1998 di Aceh.Sementara ditingkat nasional penolakan diwujudkan dalam bentuk pengujian materi
hukum UU No. 20 tahun 2009 ke Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh aktivis 1998 dengan kuasa
hukum dari KontraS. Pemberlakukan vetting justru dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Me-
reka melarang keikutsertaan anggota Kopassus (yang terlibat kasus pelanggaran HAM serius masa
lalu) dalam pendidikan dan terlibat kerja sama dengan pihak militer AS. Dalam konteks ini, ada kesan
Danjen Kopassus mencopot Kol. Hartomo sebagai Dan Grup | dan Letkol Untung Budiharto sebagai
bagian dari kesepakatn vetting. Kol . Hartomo divonis 3,5 tahun penjara karena kasus pembunuhan
Theys Eluay dan Letkol. Untung divonis 32 bulan atas penculikan yang dilakukan oleh Tim Mawar.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, KontraS mendesak kepemimpinan politik saat ini untuk betul-
betul pro kepada keadilan korban. KontraS meminta agar struktur politik pemerintah dibersihkan
dari mereka yang terlibat dalam kejahatan HAM. KontraS mencemaskan bahaya yang lebih besar di
masa depan jika proses vetting tidak diterapkan. Di momentum 2014 akan banyak para pelaku yang
diduga bertanggung jawab atas suatu peristiwa pelanggaran HAM serius akan berkompetisi dalam
pemilu untuk mengisi posisi-posisi politik yang jauh lebih strategis.

I1.3. Langkah Awal Menuju Ratifikasi Konvensi Orang Hilang

Pada 27 Septemeber 2010, Pemerintah RI diwakili oleh Menteri Luar Negeri, Marty Natalagawa,
menandatangani Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (International Con-
vention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance).’3 Indonesia menjadi negara
penanda tangan ke-86. Konvensi ini kemudian mulai berlaku (enter into force) pada 23 Desember
2010 setelah terkumpul 20 negara yang meratifikasi,' sebagaimana yang dipersyaratkan pada
Pasal 39 ayat (1 dan 2) di dalam Konvensi. Menariknya negara yang membuat Konvensi ini efektif

13 Konvensi Perlindungan Setiap Orang dari Tindakan Penghilangan Orang secara Paksa, disahkan oleh Dewan PBB pada
tanggal 6 Februari 2007 di Paris, Prancis. Saat itu telah 56 negara yang turut menandatangani naskah tersebut, termasuk dua
negara Asia, India dan Jepang. Konvensi diakui banyak pihak sebagai sebuah perkembangan luar biasa dalam melawan im-
punitas melalui pengembangan sistem hukum internasional, termasuk yang didasarkan pada hukum kebiasaan internasional.
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berlaku adalah Irak, negara yang justru masih bergelut dalam situasi transisi politik pasca-otoritari-
anisme Saddam Hussein.

Penandatanganan oleh pemerintah Indonesia relevan dengan rekomendasi DPR Rl pada tanggal 29
September 2009 atas kasus Penghilangan orang secara paksa dan penculikan aktivis pro-demokrasi
1997/1998. Dalam salah satu rekomendasi tersebut dinyatakan bahwa “[...] kepada pemerintah agar
segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa ‘[Konvensi Internasional Tentang Perlindungan
Terhadap Semua Orang Dari Penghilangan Paksa]’ sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk
menghentikan praktik Penghilangan Paksa di Indonesia.” Dengan penandatanganan ini, Pemerintah
Rl terikat pada kewajiban politik (politically binding) untuk mengakui ketentuan-ketentuan kunci di
dalam konvensi dan setahap menuju ratifikasi yang akan mengikat secara hukum (legally binding).

Kementrian Luar Negeri dan Kementrian Hukum dan HAM menginisiasi penandatanganan konvensi
ini, meski ratifikasi ini tidak tercantum dalam RAN HAM 2004-2009.”> Menariknya meskipun tidak
tercantum dalam RANHAM namun Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin pernah mengutara-
kan keinginan untuk meratifikasi konvensi ini pada 12 Maret 2007 dalam pidatonya di High Level
Segment Dewan HAM PBB.

Ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa sangat
penting untuk mencegah keberulangan praktik penghilangan paksa sekaligus memberikan kepas-
tian hukum untuk tidak menjadi korban dari praktik penghilangan paksa di Indonesia. Konvensi ini
di tingkat internasional telah mendapat apresiasi besar mengingat berbagai hukum pidana nasional
umumnya tidak memiliki ketentuan yang memadai untuk menjerat pelaku kejahatan, memberikan
kepastian hukum soal administrasi kependudukan dan memberikan reparasi buat keluarga korban.

Namun demikian, penandatanganan harus ditindaklanjuti dengan memastikan adanya koordinasi
antar departemen untuk mensosialisasikan pentingnya ratifikasi, menyiapkan naskah akademik un-
tuk bisa dibawa ke DPR untuk diratifikasi-disahkan menjadi Undang-undang yang berlaku ditingkat
nasional Indonesia.

Dalam memperjuangkan ratifikasi Konvensi ini, KontraS bersama-sama dengan lkatan Keluarga
Orang Hilang (IKOHI) bergabung dengan gerakan serupa di tingkat regional, the Asian Federation
Against Involuntary Disappearances (AFAD) dan the International Coalition against Enforced Disap-
pearances (ICAED) dalam suatu konferensi internasional yang diselenggarakan di Jakarta. Konferensi
ini dihadiri anggota jaringan /CAED dari berbagai belahan dunia (Eropa, Asia, dan Amerika Latin) dan
dihadiri juga oleh ketua United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances
(UNWGEID), Jeremy Sarkin. Konferensi ini dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar.

Secara khusus, Jeremy Sarkin menerangkan bahwa ada 169 kasus penghilangan paksa di Indonesia
yang terdaftar pada UNWGEID. Badan PBB ini bisa datang ke Indonesia untuk melakukan investigasi
dan memberikan rekomendasi spesifik, jika pemerintah Indonesia bersedia untuk mengundang dan
segera meratifikasi konvensi tersebut. Pernyataan itu mendapat respon dari Patrialis Akbar, dengan
mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen dan akan segera meratifikasi Konvensi
Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.'®

14 Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi ini adalah: Albania, Argentina, Bolivia, Brazil, Burkina Faso, Chile, Kuba,
Ekuador, Prancis, Jerman, Honduras, Jepang, Kazakhstan, Mali, Meksiko, Nigeria, Paraguay, Senegal, Spanyol, Uruguay, Irak
(sampai 31 Desember 2010).

15 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009.

16 Pemerintah diminta Ratifikasi Konvensi, Kompas 2 Juni 2010.
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[11.12. Mengukur Implementasi Akuntabilitas Polri

Tidak sedikit capaian positif yang berhasil diraih Polri sepanjang tahun 2010. Sebut saja, keberhasilan
memutus mata rantai jaringan terorisme Noordin M. Top; perbaikan institusi melalui pendidikan dan
pelatihan HAM dengan melibatkan mitra sipil; hingga mempelopori pembentukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagai tindak lanjut dengan diberlakukannya UU Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun sayang, segala upaya itu seolah runtuh,
ketika Polri secara institusional terlibat dalam kasus kontroversial cicak vs buaya (rekayasa kasus
Bibit dan Chandra, komisioner KPK). Kasus korupsi ini semakin membesar, ketika Komjen Pol. Susno
Duadji (Kabareskrim Mabes Polri), yang menjadi tokoh sentral polemik cicak vs buaya, seolah meny-
erang balik, dengan membeberkan informasi-informasi skandal mafia peradilan di tubuh korpsnya.
Belakangan, Duadji bahkan menjadi tersangka dalam kasus ini.

Jatuhnya persepsi publik pada institusi kepolisian tidak berhenti pada kasus cicak vs buaya. Skandal-
skandal besar lainnya, seperti rekayasa kasus, rekening gendut dan mafia peradilan, juga ikut mem-
perburuk citra dan kinerja institusi penegak hukum dan keamanan ini. Dalam catatan Kontra$, kasus-
kasus seperti yang menimpa Aan Susandhi (senjata api dan narkotika), Usep dan Chairul (narkotika)
juga menyedot perhatian publik. Hal lain yang tak kalah penting adalah terkait pola penanganan
terorisme di beberapa titik wilayah, seperti di Aceh, Sumut, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan
Jawa Tengah.

Dalam penanganannya, aparat kepolisian mutlak memperhatikan koridor hak-hak asasi manusia
yang dikategorikan sebagai non-derogable rights (hak-hak asasi yang tidak bisa dikurangi atau diba-
tasi dalam kondisi apapun). Ketentuan non-derogable rights ini sudah dijamin dalam Pasal 281 UUD
1945, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Pasal 4 — sudah diratifikasi pemerintah Indo-
nesia melalui UU No. 11 tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil
dan Politik) dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Hak Asasi Manusia
dalam Penyelenggaraan tugas POLRI (Perkap HAM).
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Namun dalam praktiknya, aparat kepolisian justru sering menggunakan metode-metode mema-
tikan dan membahayakan jiwa. Tidak sedikit pihak yang diduga kuat terlibat dalam jaringan ter-
orisme tewas di bawah moncong senjata polisi. Prosedur penangkapan dan penahanan pun tidak
laik hukum. Bahkan, ada upaya untuk memperpanjang masa penahanan karena polisi masih belum
memiliki kecukupan alat bukti. Terkesan ada pembenaran bahwa pekerjaan penegakan hukum dan
keamanan juga sering dijadikan dalih utama dalam melawan terorisme.

Penggunaan instrumen atau senjata kekerasan oleh Polri, dengan hasil mematikan target buruan,
hanya dapat dibenarkan bila terdapat ancaman konkret terhadap jiwanya dan harus dilakukan se-
cara proporsional; merupakan sesuatu kebutuhan mendesak (necessity), absah secara hukum (law-
fullness), dan bisa dipertanggungjawabkan (accountable). Panduan penggunaan kekerasan di atas,
merupakan standar universal (UN Code of Conduct for Law Enforcement dan Basic Principles on the
Use of Force and Firearms by Law Enforcement) bagi satuan polisi, juga telah diafirmasi Polri lewat
Perkap HAM. Lebih khusus, Polri memiliki Manajemen Operasional Polri yang di dalamnya termasuk
mengatur batasan-batasan tindakan Polri dalam penanganan berbagai macam operasi, termasuk op-
erasi khusus ini. Aturan-aturan internal ini tampaknya tidak menjadi acuan ketat dalam penanganan
operasi anti-terorisme belakangan ini.

Tidak hanya itu, Kontra$ juga memiliki perhatian yang luas pada kebijakan internal Polri yang baru
saja dikeluarkan, yakni Prosedur Tetap (Protap) Kapolri Nomor 1/X/2010 tentang Penanggulan-
gan Anarki. Kontroversi penerapan Protap ini terjadi saat Kapolda Metro Jaya mencari celah untuk
menerapkan Protap pada aksi demontsrasi mahasiswa UBK mengkritisi 1 tahun pemerintahan SBY
—Boediono, 20 Oktober 2010 lalu. Respon reaksioner aparat polisi, menembakkan pistol bertubi-tubi
ke arah demonstran, hingga mengakibatkan Farel Restu (mahasiswa UBK) terluka amat disayang-
kan. Padahal dalam menghadapi mahasiswa yang tidak menggunakan senjata mematikan, Polri bisa
menetapkan aturan lain seperti Protap Pengendalian Massa

Kondisi yang memprihatinkan lainnya juga bisa kita lihat pada prosedur dan mekanisme penanganan
kasus di daerah-daerah. Dalam catatan KontraS, praktik penyalahgunaan wewenang kepolisian ban-
yak terjadi pada kasus-kasus sengketa agraria antara masyarakat, termasuk masyarakat adat dengan
pemilik modal; praktik penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum di Papua, hingga yang paling
mutakhir: praktik kriminalisasi pegiat demokrasi atau pembela HAM.
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mulai mereka diambil di rumah masing-masing, di rumah Camat Saparua hingga proses
pemeriksaan di kantor Densus dan di Polsek Saparua. Tindakan penyiksaan itu dilaku-
kan oleh pihak kepolisian resort Ambon, Wakapolsek Saparua serta oleh Camat Sapa-
rua.

Terhadap tindakan tersebut, KontraS selaku kuasa hukum keluarga melakukan
pendampingan pelaporan ke Propam Polda Maluku termasuk juga melaporkan tinda-
kan penganiayaan yang dilakukan oleh Camat Saparua. Selaku kuasa hukum, KontraS
juga melakukan gugatan praperadilan atas tindakan penangkapan dan penahanan
yang sewenang-wenang disertai penyiksaan serta penggeledahan dan penyitaan ba-
rang bukti secara sewenang-wenang. Hingga laporan ini dibuat, KontraS juga masih
mendampingi para terdakwa selaku kuasa hukum di Pengadilan Negeri Ambon.

Tabel Il
Penyalahgunaan Kewenangan Aparat Kepolisian

No Kasus Jumlah Tindakan
1 Penyiksaan 26
2 Rekayasa Kasus 3

3 Kriminalisasi

4 Eksekusi diluar proses hukum 5
Jumlah 46

Sumber: Dokumentasi KontraS 2010

Melihat dari rentang kasus-kasus di atas mekanisme pengawasan internal Polri harus diperkuat. Ins-
pektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri, Divisi Profesi dan Pengawasan (Propam) Mabes
Polri dengan segenap pirantinya, mulai dari tingkat Polda hingga Polres harus bekerja ekstra keras.
Intensifikasi mekanisme pengawasan internal Polri menjadi satu kebutuhan mendesak, agar kinerja
Polri dapat benar-benar memiliki corak dan karakteristik akuntabilitas, sebagaimana yang dikem-
bangkan dalam model-model pemolisian ideal. KontraS sebagai salah satu organisasi masyarakat
sipil yang sering bersinggungan dengan isu penegakan akuntabilitas hukum dan HAM, mulai banyak
mengakses ruang-ruang pengaduan formal yang disediakan oleh Polri; baik itu melalui mekanisme
pengaduan Divisi Propam maupun mekanisme koreksi kebijakan melalui kanal Irwasum.

Sepanjang tahun 2010, ada beberapa pengaduan yang secara khusus dilayangkan KontraS kepada
Divisi Propam. Sebut saja kasus penyalahgunaan kewenangan polisi dalam rekayasa kasus Aan Su-
sandhi, tewasnya aktivis LMND Herman di Garut, kriminalisasi Muhammad bin Gulam, hingga pen-
anganan tindak penyiksaan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri kepada tapol/napol RMS. Kasus-kasus
tersebut mulanya mendapat respon positif dari pihak Divisi Propam. Namun saat memasuki bagian
pendalaman kasus, khususnya ketika KontraS meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyelidikan (SP2HP), KontraS masih sulit untuk mendapatkan kemudahan aksesnya. Pengalaman
yang Kontra$S alami ini terjadi saat melakukan pendampingan advokasi kasus tindak penyiksaan ta-
pol/napol RMS oleh Densus 88 AT Mabes Polri."”

Melihat banyaknya kasus di atas, hadir kebutuhan penting dan mendesak atas agenda pembentukan
mekanisme pengawasan eksternal independen untuk kepolisian. Di sisi lain, Komisi Kepolisian Nasi-
onal yang lahir berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri masih memiliki kelemahan seb-
agai sebuah badan pengawas eksternal independen bagi kinerja Polri. Bahkan, berbagai instrumen
HAM yang telah diratifikasi Indonesia (khususnya Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan
Konvensi Anti Penyiksaan) secara terang mensyaratkan kehadiran suatu badan pengawas eksternal
independen, untuk melengkapi suatu mekanisme pengawasan internal institusi kepolisian.

Kontra$S turut mendukung penguatan mekanisme pengawasan eksternal yang independen ini. Pen-
guatan institusi Kompolnas diharapkan bisa memenuhi harapan publik atas problem akuntabilitas
di tubuh kepolisian. Namun sayangnya, dorongan Presiden SBY untuk memperkuat peran, mandat

17Kontra$S secara khusus meminta dua kali permohonan SP2HP untuk kasus tindak penyiksaan tapol/napol RMS kepada
Divisi Propam, namun sampai sekarang belum dipenuhi.
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dan kewenangan komisi ini belum dijawab maksimal dalam draf revisi Peraturan Presiden Nomor
17 Tahun 2005 tentang Kompolnas. Draf itu tidak memberikan kewenangan maksimal Kompolnas
sebagai badan pengawas independen, melainkan hanya menempatkan Kompolnas sebagai badan
konsultatif urusan pemolisian kepada Presiden dan Polri.

Ambivalensi mandat Kompolnas terlihat jelas pada proses pemilihan Kapolri baru pada Oktober
2010. Peran Kompolnas disisihkan oleh keputusan personal Presiden. Sementara itu kebijakan-ke-
bijakan strategis pemolisian masih dipegang penuh oleh Mabes Polri tanpa kontribusi yang berarti
dari Kompolnas. Bahkan, faktanya, Faktanya, dari ribuan kasus yang ditransmisi oleh para pengadu
kepada Kompolnas, hanya kurang dari 25 persen yang mendapat respon dari Polri. Hanya sekitar
5 persen dari jumlah itu yang bisa diselesaikan. Kompolnas lebih berperan sebagai “tukang pos”
di mana hanya memindah-tangankan ‘pengaduan dan respon’ dari pihak pelapor (korban) dan ke-
polisian. Temuan serupa juga dialami oleh Komnas HAM yang juga memiliki peran serupa sebagai
pemindah-tangan pengaduan dari korban.

Tabel Il
Jumlah Respon Pengaduan Kompolnas oleh KontraS
No Tanggal Respon
1 29 Januari 2010 Klarifikasi rekayasa kasus Aan Susandhi

Surat klarifikasi kepada Irwasda Polda Maluku dengan tembusan
Kapolda Maluku (No: B/161/1/2010/Kompolnas)

2 8 Maret 2010 Pengaduan kasus hilangnya Rinda Kristanti
Surat penindaklanjutan kepada Kapolda Metro Jaya, tembusan
kepada Irwasda Polda Metro Jaya (No: B/376/111/2010/Kompolnas)

3 31 Maret 2010 Keluhan kasus Hendri Jaka Wljaya

Surat pengaduan Kontra$ dikirimkan kepada Kapolda Jawa Barat
termbusan kepada Irwasda Polda Jawa Barat (No: B/623/111/2010/
Kompolnas)

4 10 Juni 2010 Kinerja kepolisian sesuai wewenang Kompolnas

Surat permohonan klarifikasi kepada Irwasda Polda Papua den-
gan tembusan Kapolda Papua dan kapolri (No: B/1384/VI/2010/
Kompolnas)

5 20 Juli 2010 Kinerja kepolisian sesuai dengan wewenang Kompolnas
Surat permohonan kepada Irwasum Polri dengan tembusan ke-
pada Kapolri (No: B/541/VII/2010/Kompolnas)

6 30 Juli 2010 Surat keluhan terkait dengan kasus kekerasan Papua

Surat telah dikirimkan melalui permohonan klarifikasi kepada Ir-
wasda Polda Papua melalui tembusan Kapolda Papua (No: B/1620/
VII/2010/Kompolnas)

7 30 Juli 2010 Pengusutan kepada pelaku penembakan di Merauke
Surat permohonan klarifikasi kepada Irwasda Polda Papua dengan
tembusan Kapolda Papua (No: B/1628/VII/2010/Kompolnas)

8 29 Oktober 2010 Pengaduan kepada Kapolres Karawang (13 Juli 2010)
Pengaduan KontraS telah dikirimkan kepada Kapolda Jawa Barat
(No: B/205/X/2010/Kompolnas)

9 29 Oktober 2010 Desakan tindak lanjut tentang laporan penganiayaan terhadap
Fujio Nipponsori AH

Pengaduan Kontra$S telah dikirimkan kepada Kapolda Metro Jaya
(No: B/2031/X/Kompolnas)
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10 29 Oktober 2010 Desakan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat kepada Ka-
polres Pati

Pengaduan Kontra$ telah dikirimkan kepada Kapolda Jawa Ten-
gah, tembusan Kapolres Pati (No: B/2109/X/2010/Kompolnas)

11 29 Oktober 2010 Permohonan gelar perkara kepada Kapolri
Pengaduan KontraS telah dikirimkan kepada Kapolda Metro Jaya
(No: B/1903/X/2010/Kompolnas)

12 29 Oktober 2010 Pengaduan kasus penembakan Herman aktivis LMND
Pengaduan KontraS telah dikirimkan kepada Kapolda Jawa Barat
(No: B/2089/1X/2010/Kompolnas)

13 8 November 2010 Penanganan kinerja kepolisian terkait tindakan Densus 88 kepada
Irwasda Polda Maluku, tembusan Kapolda MalukuHanya  men-
girimkan surat permohonan klarifikasi dan tembusan kepada Ir-
wasda Polda Maluku dan Kapolda Maluku (No: B/2220/X1/2010/
Kompolnas)

Sumber: Dokumentasi KontraS 2010'®

Idealnya, Kompolnas harus dirancang sebagai badan pengawas independen, mandiri, mampu meny-
elidiki perkara berangkat dari laporan pengaduan yang diterima oleh saksi atau korban. Kompolnas
juga harus dapat hadir sebagai badan yang terintegrasi dalam proses penegakan hukum, khusus
bagi kasus-kasus yang diduga dilakukan atas dasar penyalahgunaan kewenangan aparat kepolisian,
seperti kekerasan. Struktur ideal badan ini juga menunjukkan komposisi komisioner berasal dari
kalangan independen. Model ideal suatu badan pengawas ekternal juga membutuhkan kerangka
hukum yang lebih kuat, dalam hal ini aturan yang setara undang-undang.

Ill. 2. Minim Integrasi HAM dalam Legislasi Sektor Keamanan
lll.2.a. RUU Keamanan Nasional (Kamnas)

RUU Keamanan Nasional kembali direncanakan untuk dibahas di DPR meski kepastian untuk men-
jadi prioritas legislasi masih tidak menentu. RUU Kamnas ini penting untuk melengkapi ketentuan
pada UUD 1945 Amandemen Il Pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Sebelumnya
sistem pertahanan negara telah diatur oleh UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Men-
jadi kelaziman sebuah negara memiliki sistem keamanan nasional untuk mengorganisir aktor-aktor
sektor keamanan (kepolisian, militer, dan intelijen) berdasarkan fungsi khusus masing-masing dan
mengkoordinasikan kerja sinergis antar institusi berdasarkan suatu kondisi keamanan yang tepat
(masa damai/tertib sipil umum, kondisi darurat militer/perang, atau darurat lainnya). Beberapa tahun
lalu pembahasan RUU Keamanan Nasional sempat terhenti karena ketidakjelasan pembagian peran
antara Polri dengan TNI dalam menghadapi suatu ancaman keamanan nasional.

Dalam draft RUU tentang Keamanan Nasional terlihat definisi yang sangat umum dari suatu ke-
amanan nasional yang disebut meliputi “keamanan insani, keamanan publik, keamanan ke dalam,
dan keamanan ke luar”. Padahal di era modern semacam ini jenis-jenis keamanan harus dijabarkan
secara rinci. Paling tidak berbagai negara lain mengelaborasi dimensi-dimensi keamanan menjadi
“keamanan militer, keamanan politik, keamanan, keamanan ekonomi, dan keamanan lingkungan”.
Dimensi-dimensi keamanan di atas membutuhkan pengelolaan yang spesifik, termasuk mendefi-
nisikan peran dan mandat dari penanggung jawab utama dari masing-masing dimensi keamanan.
Dalam draf ini elaborasi lebih banyak memasukan peran aktor-aktor keamanan, yaitu TNI, Polri,
dan BIN (Badan Intelijen Negara). Akibatnya muncul kekhawatiran adanya “proses keamananisasi
masalah”dengan memberikan ruang terbuka bagi keterlibatan aktor-aktor keamanan, khususnya
TNI.

Yang menjadi perhatian KontraS lainnya adalah tidak dijelaskannya secara elaboratif bagaimana
proses “penjagaan keamanan” dikaitkan dengan jaminan hak atau kebebasan sipil. Dalam draf ini
memang disebutkan bahwa “Keamanan Nasional dilaksanakan selaras dengan prinsip antara lain
hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum internasional”. Sayangnya ketentuan menyelaraskan

18 Melalui surat oleh Kompolnas.
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suatu upaya menjaga keamanan dengan jaminan hak asasi manusia tidak dielaborasi lebih lanjut.
Indonesia sebagai Negara Pihak dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Politik harus eksplisit men-
cantumkan ketentuan "non-derogable rights”'® atau hak yang sifatnya tidak bisa dikurangi atau
dibatasi dalam situasi apa pun, dalam RUU Keamanan Nasional ini.

lll. 2. b. RUU Intelijen Negara

RUU Intelejen telah menjadi diskusi panjang sejak tahun 2005. Dalam prolegnas 2010, RUU Inteli-
jen sendiri telah ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR. RUU ini penting mengingat institusi intelijen
merupakan satu-satunya institusi keamanan utama yang belum diatur oleh suatu Undang-Undang.
Pentingnya suatu UU Intelijen juga dirasakan ketika dalam penuntasan hukum kasus pembunuhan
Munir, institusi ini dianggap tidak terlalu membantu proses peradilan yang berlangsung.

Dalam RUU tersebut, tidak terlihat kewenangan kontroversial untuk menangkap dan menahan ses-
eorang. Kewenangan khusus dari lembaga intelijen hanyalah “melakukan intersepsi komunikasi dan
pemeriksaan aliran dana yang diduga kuat untuk membiayai terorisme, separatisme, dan ancaman,
gangguan, hambatan, tantangan yang mengancam kedaulatan NKRI".

Sayangnya tidak pula muncul penjelasan suatu mekanisme pengawasan intelijen yang berlapis, ter-
masuk tersedianya suatu mekanisme independen dalam menerima pengaduan atau keluhan dari
orang yang merasa menjadi korban penyalahgunaan kewenangan intelijen. Mekanisme pengaduan
independen ini penting mengingat perlunya suatu pengaturan untuk menjamin perlindungan hak
asasi seseorang dengan terjaganya suatu rahasia strategis negara. Absennya mekanisme akuntabili-
tas eksternal ini dikhawatirkan akan mengulangi persoalan tangung jawab baik institusional maupun
personel- institusi intelijen seperti yang terjadi pada kasus pembunuhan Munir.

I1l. 3. Batasan Hak Pilih TNI

Di tengah-tengah proses reformasi militer yang belum sempurna, muncul gagasan untuk memberi-
kan hak pilih TNI dalam pemilu. KontraS memandang pemulihan hak pilih TNI bukanlah agenda
prioritas yang mendesak. Lebih dari 12 tahun masa reformasi, masih banyak agenda utama reformasi
militer yang masih terbengkalai, seperti akuntabilitas personel terhadap banyak kasus pelanggaran
berat HAM di masa lalu, revisi UU Pengadilan Militer, dan penertiban bisnis TNI. Belum tercapainya
amanat reformasi tersebut menjadi ukuran sejauh mana militer bisa dikatakan sebagai institusi yang
profesional dan akuntabel.

Hak politik prajurit TNI untuk memilih pada pemilu sebagai bagian dari warga Negara Indonesia
merupakan hak asasi manusia. Meski demikian Konvensi Hak Sipil dan Politik —yang telah diratifikasi
Indonesia- menegaskan bahwa hak politik seseorang bisa menjadi subjek “pembatasan yang layak
(reasonable restriction)”, termasuk pertimbangan pemisahan tegas antara “political sphere” dari
“military sphere”. Sudah menjadi kebiasaan bahwa hak memilih dalam pemilu bisa dibatasi atas
pembatasan yang layak seperti pertimbangan usia, kewarganegaraan, domisili, kesehatan mental,
atau terpidana kejahatan serius. Pembatasan yang layak atas hak politik anggota militer juga terma-
suk untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik, ikut dalam suatu demonstrasi politik (selagi
mengenakan seragam), bebas menyatakan pendapatnya di luar izin atasannya, atau membentuk
suatu serikat buruh dan melakukan mogok. Pembatasan di atas dibenarkan sejauh untuk menjaga
profesionalisme, integritas, disiplin dan untuk mencegah insubordinasi. pembatasan hak memilih
dalam suatu pemilu bagi anggota militer, bisa diterima sejauh dikaitkan dengan kebutuhan mence-
gah terjadinya konflik kepentingan atau menjaga netralitas politik dan juga mempertimbangkan
konteks sejarah politik militer dalam masyarakat bersangkutan.

Selain itu hingga kini TNI masih menjadi pihak yang menikmati atmosfer impunitas di mana rekam je-
jak politik militer sangat gelap —baik untuk urusan politik maupun hak asasi manusia- serta absennya
akuntabilitas atas rekam jejak tersebut. TNI belum mampu membuktikan dirinya bisa bekerjasama
dalam penuntasan kasus masa lalu, belum tuntasnya penertiban bisnis-bisnis ilegal TNI serta masih

19 Diatur dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik Pasal 4. Hak-hak tersebut adalah: hak untuk hidup; hak untuk tidak disiksa; hak
untuk tidak dijadikan budak; hak untuk tidak dipenjara karena semata-mata tidak bisa memenuhi kewajiban kontraktual ter-
tentu; hak untuk tidak dikriminalisasi berdasarkan ketentuan hukum yang retro-aktif; hak untuk diakui sebagai subjek hukum;
dan hak atas keyakinan dan beragama.
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menutup diri bagi proses-proses akuntabilitas dengan menolak revisi UU Pengadilan Militer. Pemer-
intah bahkan masih memberikan insentif jabatan strategis kepada perwira-perwira TNI yang diduga
kuat terlibat dalam kasus pelanggaran HAM yang berarti juga menolak membuat kebijakan vetting
dalam sebuah negara transisi.

I11.4. Ruwetnya Sistem Peradilan Militer Indonesia

KontraS kembali menyayangkan tidak dimasukkannya agenda revisi RUU Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer pada Prolegnas 2010. Padahal agenda revisi RUU Peradilan Militer telah
dibahas oleh DPR sejak 5 tahun silam. Mekanisme Peradilan Militer yang ada saat ini masih dijadikan
alat pelanggengan impunitas, mengingat yurisdiksi untuk mengadili aparat militer yang melakukan
tindak pidana kriminal dan pelanggaran HAM masih harus melalui mekanisme internal TNI tersebut.

Sepanjang tahun 2010, tidak ada inisiatif dari Pemerintah maupun DPR untuk mendorong pemba-
hasan amandemen RUU Peradilan Militer. Namun nyata terjadi berbagai peristiwa kekerasan yang
dilakukan oleh TNI yang justru dibawa dalam ranah peradilan militer. Peristiwa paling nyata terlihat
pada proses persidangan video penyiksaan warga Puncak Jaya Papua, yang beredar di YouTube pada
medio 2010. Tindak penyiksaan itu melibatkan aparat TNI, Kesatuan Pam Rawan Yonif 753 Arga Vira
Tama/Nabire Kodam XVII Cenderawasih. Tentu saja, peradilan militer yang dilakukan berlangsung
tertutup, tidak transparan dan tidak mengakomodir kepentingan korban. Akibatnya mudah ditebak,
pelaku yang diadili adalah pelaku lapangan, vonis rendah, tapi kebenaran tidak pernah tersingkap
dan faktar terburuknya: Hak-hak korban pelanggaran HAM tidak akan pernah dipenuhi. Mekanisme
ini bahkan mampu mereduksi fakta peristiwa dan kesaksian korban penyiksaan yang dituduh sebagai
anggota TPN/OPM.20

Ini membuktikan kepada kita, bahwa mekanisme Peradilan Militer yang diterapkan di Indonesia tidak
bisa dijadikan pintu masuk untuk pembenahan akuntabilitas TNI, sepanjang institusi tersebut belum
mau melakukan terobosan-terobosan penting, khususnya pada ruang-ruang pengkoreksian kebi-
jakan dan penegakan hak asasi manusia.

I11.5. Akuntabilitas Sipil Demokratik sebagai Prasyarat Pergantian Panglima TNI dan Kapolri

Tahun ini menjadi waktu yang penting untuk memastikan pembenahan kinerja TNI dan Polri di masa
depan karena di tahun ini terjadi pergantian Panglima TNI dan Kapolri. Panglima TNI dan Kapolri
baru diharapkan publik membawa perangkat institusi yang terbuka, tranparan dan membuka akses
akuntabilitas publik untuk mendorong profesionalismenya. KontraS yang tergabung dengan Koalisi
Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri melakukan pengawa-
lan terhadap proses pemilihan Panglima TNI dan Kapolri ini.

lll. 5. a. Penggantian Panglima Baru

Siapapun yang menjadi figur Panglima TNI baru pasca Jenderal TNI Djoko Santoso, akan memiliki
beban tugas yang berat untuk membawa institusi TNI pada ruang profesionalisme, akuntabilitas dan
memiliki paradigma serta yang komitmen tinggi pada agenda reformasi sektor keamanan. Tuntutan
itu mutlak dipenuhi khususnya di negara-negara transisi. Tuntutan ini berkorelasi positif dengan
jaminan ketidakberulangan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa depan. TNI juga diharapkan tetap
tunduk pada mekanisme akuntabilitas sipil demokratik.

Selain itu, transformasi sistem keamanan yang berorientasi pada pendekatan sekuritisasi berlebihan,
menuju sistem keamanan yang mengedepankan penghargaan dan perlindungan prinsip-prinsip HAM
dan dihubungkan dengan agenda keadilan transisional, juga menjadi kebutuhan mendesak. Meng-
ingat selama ini ada banyak agenda reformasi internal TNI yang masih terbengkalai. Seperti: Pertama,
inefektivitas mekanisme akuntabilitas TNI, melalui revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer.?' Kedua, belum diterapkannya mekanisme vetting dalam akuntabilitas
internal TNI. Ketiga, Hingga saat ini Indonesia tidak memiliki defense and security planing yang baik
yang sesuai dengan realitas dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang. Keempat, Belum
tuntasnya penyelesaian pengambilalihan bisnis TNI dari TNI ke pemerintah sebagaimana dimandat-

20 Eksplorasi kasus video penyiksaan lebih lanjut akan dibahas pada bagian khusus Papua.
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kan UU No. 34/2004 tantang TNI Pasal 76. Kelima, belum selesainya agenda restrukturisasi komando
teritorial sebagaimana dimandatkan UU No. 34/2004 tentang TNI Pasal 11. Keenam, profesionalisme
TNI hingga saat ini masih jauh dari yang diharapkan dan dalam beberapa kasus TNI menunjukkan
sikap ketidakprofesionalannya. Ketujuh, pengawasan (oversight) terhadap institusi TNI masih lemah.
Kedelapan, Pengelolaan anggaran disektor keamanan masih terlihat carut marut. Kesembilan, masih
banyak kasus pelanggaran HAM masa lalu yang melibatkan aparat TNI belum diselesaikan.

Komitmen reformasi TNI dapat digunakan sebagai modal untuk membereskan setumpuk pekerjaan
rumah di atas. Tanpa diikuti komitmen dan insiatif untuk mengambil langkah-langkah progresif,
uoaya pembenahan akuntabilitas internal TNI akan selalu menemui jalan buntu. Keberanian ini yang
diharapkan muncul dari nama Laksana TNI Agus Suhartono, yang diketahui publik hadir sebagai
kandidat tunggal pengganti Jenderal TNI Djoko Santoso. Diharapkan juga, kepemimpinan TNI kelak,
harus bisa membawa institusi ini dalam ruang-ruang kerja sama dengan lembaga pengawas sipil
demokratik, seperti Komnas HAM, KPK, KIP, PPATK, agar agenda reformasi dan akuntabilitas TNI
berjalan maksimal.

lll. 5. b. Penggantian Kapolri Baru

Independensi Polri kembali dipertanyakan pada proses suksesi pergantian kepemimpinan Trunojoyo
I. Dua nama yang selalu disebut-sebut akan menggantikan posisi Jenderal Polisi Bambang Hendarso
Danuri sebagai Kapolri adalah Komisaris Jenderal Polisi Nanan Soekarna dan Komisaris Jenderal Polisi
Imam Sudjarwo. Namun, hadirnya dua nama tersebut masih diikuti rangkaian spekulasi dan politisasi
yang cenderung mengental, baik di dalam internal Mabes Polri maupun DPR RI.

Bahkan, jauh sebelumnya, Polri telah menyerahkan 8 nama calon Kapolri kepada Kompolnas pada
awal Juli 2010. Kompolnas sendiri menerangkan proses verifikasi calon akan dilakukan, dengan ter-
lebih dahulu membuka masukan publik, serta mendapatkan informasi seluas-luasnya dari Komnas
HAM, KPK dan PPATK, selaku badan negara yang melakukan fungsi pengawasan publik. Namun
beredar kabar, di akhir bulan Juli 2010, Kompolnas telah menyerahkan 3 nama calon kepada Pre
siden. Meski kabar tersebut dibantah sepihak oleh Kompolnas sendiri.

Kabar tersebut diikuti dengan kabar lain yang menyatakan bahwa Kapolri Jenderal Polisi Bambang
Hendarso Danuri telah menyerahkan dua nama di atas kepada Presiden. Kesimpangsiuran ini sema-
kin menjadi-jadi, ketika Kompolnas tidak kunjung membuka hasil klarifikasi para calon Kapolri dari
Komnas HAM, KPK dan PPATK, sehingga masyarakat dapat mengawal proses tersebut. Sekaligus
menjadi masukan bagi anggota DPR Rl untuk memilih calon Kapolri yang paling tepat. Kompolnas
juga tidak membuka ruang konsultasi publik, dengan terlebih dahulu mengumumkan kriteria ideal
calon Kapolri.

Jelang pengumuman nama calon Kapolri, wacana berkembang tanpa arah yang jelas. Secara menge-
jutkan, Kapolri melantik Inspektur Jenderal Polisi Timur Pradopo sebagai Kabahankam Mabes Pol-
ri tanggal 5 Oktober 2010. Timur Pradopo resmi menyandang status jenderal bintang tiga. Posisi
kepangkatan ini menjadi prasyarat standar kriteria calon Kapolri.

Tanpa sempat membuktikan kinerja dan menjalani proses verifikasi selaiknya sebuah mekanisme
akuntabilitas dijalankan, Komisaris Jenderal Timur Pradopo menjadi calon tunggal yang dinominasi-
kan Presiden. Tindakan Presiden ini telah mengabaikan proses yang tengah berlangsung dan sistem
yang ada. Lebih khusus, tindakan Presiden ini telah mengabaikan hak publik untuk mengetahui
latar belakang dan rekam jejak calon Kapolri baru yang nantinya akan menjadi garda terdepan pen-
gamanan masyarakat Indonesia. Pemilihan Kapolri ini menunjukkan ruang politisasi dan intervensi
terhadap proses yang berlangsung.

Idealnya, seorang calon Kapolri baru harus memiliki integritas personal dan institusi yang baik; mam-
pu menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas (termasuk bebas dari rekening gendut dan bebas dari
intervensi penguasa hitam); memiliki legitimasi berdasarkan suatu standar normatif yang berlaku;
mampu membangun kepercayaan (baik secara internal, antar lembaga negara lain dan publik); dan

21 Lihat: laporan tahunan KontraS 2010 bagian peradilan militer
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bersih dari catatan tindakan pelanggaran HAM. Rekam jejak ini penting, karena Kapolri akan men-
jadi pemimpin dari institusi Polri yang harus berani membersihkan diri dari persoalan-persoalan besar
tersebut. Kapolri baru juga harus membuka diri dan bekerjasama terhadap pengawasan eksternal
dan institusi independen lainnya. Lebih jauh, Kapolri di masa depan harus berani bekerja secara
mandiri dan menolak berbagai wujud intervensi kepentingan politik. Tantangan ini harus diuji lang-
sung kepada Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo sebagai satu-satunya calon Kapolri usulan Pres-
iden kepada DPR RI untuk dibuktikan konsistensinya.

Mengingat ada banyak kasus yang menyedot perhatian publik, khususnya di bawah kendali kepe-
mimpinannya (saat Komisaris Jenderal Timur Pradopo masih menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat
dan Metro Jaya), seperti: penganiayaan terhadap Tama S. Langkun, Aktivis ICW di Jakarta; pelem-
paran bom molotov ke kantor Tempo di Jakarta; pembiaran ancaman dan intimidasi kepada jemaat
HKBP di Bekasi; pembunuhan terhadap Eka Gunawan, pemilik perusahaan garmen terbesar di Asia
Tenggara (PT Metro Garmen) di Bandung. Secara khusus, Komosaris Jenderal Pol Timur Pradopo
sempat bertugas sebagai Wadankolapos dalam struktur komando Operasi Mantap Jaya lll (saat itu
ia menjabat posisi Kapolres Jakarta Pusat), di bawah pimpinan Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie
Sjamsoeddin serta Operasi Mantap Brata Il dengan penanggungjawab Kapolri Jenderal (Pol) Dibyo
Widodo (saat itu ia menjabat posisi Kapolres Jakarta Barat). Keduanya adalah struktur komando
operasi yang diberlakukan dalam pengamanan peristiwa Trisakti, Mei 1998 dan Semanggi Il 1999.

Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo juga dikenal memiliki hubungan baik dengan Front Pembela
Islam (FPI), yang dikenal sebagai salah satu ormas yang kerap melakukan tindak kekerasan. Beberapa
pernyataan kontroversial Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo yang mengatakan bahwa FPI dapat
diberdayakan membantu keamanan. Cara pandang dalam upaya menjaga keamanan ini berpotensi
untuk mengancam rasa aman warga minoritas Indonesia.

Dengan terpilhnya Jenderal Timur Pradopo sebagai Kapolri baru pada tanggal 22 Oktober 2010,
maka ada seperangkat kewajiban dan tanggung jawab yang harus diemban Kapolri baru untuk
melanjutkan agenda pemolisian demokratis, penegakan supremasi hukum dan pemajuan agenda
akuntabilitas internal Polri sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Agenda-agenda ini juga harus diak-
selerasikan dengan perkembangan situasi keamanan domestik akhir-akhir ini. Persoalan-persoalan
krusial yang melanda institusi Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, korupsi, rekayasa ka-
sus, penerapan metode kekerasan, hingga menguatnya politisasi institusi Polri seraya mengaburkan
kemajuan-kemajuan progresif yang telah dicapai Polri selama satu dekade terakhir.

Pekerjaan rumah Kapolri baru tidak saja dititikberatkan pada membangun kembali tali kepercay-
aan publik (trustbuilding) dengan institusi Polri. Namun juga Kapolri baru dituntut bisa melakukan
langkah-langkah baru dan progresif. Tantangan terbesar Polri adalah bekerja secara independen
dan berani menolak intervensi politik dan politisasi dari berbagai pihak. Pergantian Kapolri ini men-
jadi momentum pemajuan agenda akuntabilitas Polri yang lebih komprehensif untuk menunjang
komitmen-komitmen tersebut, berupa :

e Melanjutkan kepemimpinan dan proses reformasi institusional Polri yang diperkuat dengan peman-
tapan pengawasan demokratik (democratic oversight);

¢ Independensi dan pembenahan tata kelola manajemen akuntabilitas dan koreksi yang kompre-
hensif, mulai dari pembenahan dan penertiban mekanisme pengawasan internal serta memperkuat
kerja sama dengan institusi pengawasan eksternal independen;

e Aspek rule of law harus hadir baik dalam ruang formal (minimalis) yang lebih dititikberatkan pada
aspek struktural (legalistik), di mana aturan dan suatu praktik rule of law hanya berbasis pada suatu
hukum positif yang berlaku, entah itu berupa konstitusi, undang-undang, atau produk hukum lain-
nya sejauh menjamin sifat kepastian hukum;

e Apabila dalam penerapannya terjadi kesalahan tindakan yang mengakibatkan adanya pelanggaran

HAM, kepolisian juga harus menyediakan ruang effective remedy sebagai sebuah mekanisme per-
tanggungjawaban pemulihan hak-hak para korban;
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e Memperkuat kerjasama dengan institusi sipil demokratik, seperti Kompolnas, KPK, Komnas HAM,
PPATK, BPK, dan Satgas Antimafia, untuk merealisasikan dan memaksimalkan agenda akuntabilitas
eksternal dalam reformasi Polri;

e Menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsif, kontrol institusi demokratik yang
merupakan representasi kepentingan publik, dan membuka partisipasi masyarakat luas.

Transparansi pemilihan Kapolri penting dilakukan karena kondisinya, kecemasan pub-
lik sudah ada di semua lini. Dari mulai rekening gendut sampai yang terakhir kasus
kerusuhan Buol, Sulawesi Tengah. “Proses (pemilihan) ini bisa jadi trik untuk mem-
bangun kepercayaan masyarakat,” kata Haris Azhar

Grafik penanganan Terorisme oleh Tabel IV _
Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Kasus-kasus anti-terorisme penting yang
ditangani Densus 88 Anti Teror Mabes Polri
] ) ] No Bulan Lokasi
Penanganan Terorisme oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri
1 Maret Operasi di Gunung Jalin,
Janto, Nangroe Aceh
24 Darussalam
2 Mei Operasi di Cawang
& Tersangka 3 Cikampek
B Diprases hukum 4 Agustus Penangkapan Abu
Meninggal Bakar Ba'asyir
5 Oktober Operasi penangkapan
perampok Bank CIMB
Niaga dan penyerangan
Jumiah Korbars Mako Polsek Hamparan
Perak

Sumber: Dokumentasi Kontra> 2010
Sumber: Dokumentasi KontraS 2010
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e Kriminalisasi

Model ancaman kriminalisasi sudah menjadi tren ancaman kebebasan berekspresi yang dilakukan
oleh pihak pemerintah untuk menghambat kerja para pembela HAM sejak 2009 yang berlanjut ke
tahun 2010. Model ancaman kriminalisasi dengan tuduhan pencemaran nama baik ataupun fitnah
yang menggunakan pasal 310 KUHP. Dalam prakteknya, pasal pencemaran nama menjadi media
yang mudah untuk membungkam daya kritik pembela HAM, mengingat kemudahan dari unsur keja-
hatan pencemaran nama baik itu sendiri yang hanya terfokus pada ruang “bahasa” atau “kata-kata”
yang diekspresikan oleh para pekerja HAM. Model ancaman kriminalisasi juga diberlakukan bukan
hanya terkait pasal 310 KUHP, tetapi juga kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan yang dianggap
sebagai bagian dari pasal 160 KUHP tentang penghasutan, pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penyertaan
termasuk juga pasal 167 terkait pengusakan serta pasal-pasal pencurian yang banyak dituduhkan
kepada para petani dalam kasus-kasus sumber daya manusia

Tabel V
Data Kekerasan Pembela HAM

Berdasarkan Korban

Berdasarkan tinda- | Wartawan Petani/ Aktivis LSM Mahasiswa
kan Warga

Penangkapan 39 5 8
sewenang-wenang

Penyiksaan 2 3

Pembunuhan 2

Pengeroyokan 17 1

Upaya pem- 1

bunuhan




Penembakan 3 1

Pembunuhan mis- |3
terius

Teror 1

Pelecehan seksual 6

Jumlah

Sumber: Dokumentasi Kontras 2010

Terkait ancaman kriminalisasi, KontraS mencatat adanya tindakan lain yang menyertai kriminalisasi
tersebut seperti metode penangkapan, penggeledahan dan penahanan secara sewenang-wenang
yang disertai tindakan ancaman ancaman dan intimidasi serta teror. KontraS mencatat adanya 5
(lima) kasus yang berada di sektor agraria, korupsi serta isu-isu ketidakadilan di daerah.

Khusus di Papua, kriminalisasi terhadap warga yang aktif menyuarakan ketidakadilan menjadi pola
kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Polda Papua. Sepanjang tahun 2010 tujuh warga
di Manokwari ditangkap dan ditahan dengan tuduhan telah melakukan makar. Peristiwa tersebut
terjadi pada 14 Desember 2010 bertepatan dengan puncak peringatan HUT Melanesia Barat yang
ke — 22 bertempat di Lapangan Penerangan yang terletak di Jalan Percetakan Sanggeng — Manok-
wari, Papua Barat. Mereka yang ditangkap adalah mahasiswa dan pendeta yaitu : Melki Bleskadit,
Pendeta Daniel Yenu, Alex Duwiri (Mahasiswa), Jhon Wilson Wader (Mahasiswa), Penehas Sorongan
(Mahasiswa), Jhon Raweyai (Mahasiswa) dan Yance Sekenyap (Mahasiswa) oleh penyidik di Polres
manokwari mereka dituduh telah melakukan tindak pidana makar menurut pasal 106 KUHP, 107
KUHP dan atau pasal 160 KUHP, Jo Pasal 55 dan 56 KUHP. Pada saat yang sama, satuan intelkam
Polres Manokwari telah menangkap Simon Banundi, Staf Divisi Informasi dan Dokumentasi LP3BH
Manokwari pada saat melakukan kerja pemantauan pelaksanaan peringatan HUT Melanesia Barat
tersebut. Selain menangkap Simon, polisi juga menyita peralatan kerja berupa camera dan hand-
phone. Setelah di periksa oleh penyidik Polres Manokwari, akhirnya Simon dibebaskan karena tidak
cukup bukti tuduhan keterlibatan dalam kasus pengibaran bendera 14.

Sedangkan di Jayapura, terjadi kriminalisasi terhadap dua narapidana politik yaitu Philep Karma dan
Buchtar Tabuni. Karena kerusuhan yang terjadi di LP Abepura pada tanggal 3 Desember 2010 me-
nyebabkan pemindahan Karma dan Tabuni bersama 3 narapidana lainnya di pindahkan ke rutan
Polda Papua. Karma dan Tabuni dituduh telah memprovokasi tahanan sehingga terjadinya keru-
suhan. Dalam proses penahanan akses keluarga dan pengacara dibatasi oleh pihak kepolisian dan
Departemen Hukum dan HAM Papua.

* Penyerangan

Ancaman terhadap pembela HAM juga dialami mereka dalam bentuk penyerangan, KontraS men-
catat 2 (dua) kasus yang dialami kantor jurnalis. Pertama, kasus bom di kantor Tempo, diduga karena
Majalah Tempo memberitakan seputar Rekening Gendut Perwira Polisi. Meskipun pihak kepolisian
telah melakukan pemeriksaan, namun tidak terlihat ada kemajuan dari kasus ini. Kedua, penyeran-
gan kantor Aji Palu. Kekerasan terhadap jurnalis ini merupakan peristiwa ke empat sepanjang tahun
2010 di Sulawesi Tengah.

Tabel VI
Serangan Kantor Jurnalis
Kasus Bentuk penyerangan
Kantor Majalah Tempo di Jakarta | Penyerangan dengan dua bom molotov tepat di kaca de-
(Juli 2010) pan kantor Tempo oleh orang tak di kenal

Kantor Aliansi Jurnalis Independen | Kelompok penyerang  berjumlah 20 orang dengan
(AJl) Kota Palu (Desember 2010) menggunakan atribut kaos dan jaket bertuliskan FPK.
Dengan brutal mereka menyerang lima orang wartawan
anggota All yang sedang melaksanakan tugas jurnalistik
di kantor tersebut.

Sumber: Dokumentasi KontraS 2010
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e Penganiayaan, Penghilangan hingga ke Pembunuhan

Tindakan penganiayaan, penghilangan hingga pembunuhan sebanyak 4 (empat ) kasus penting juga
tercatat oleh Kontra$S sepanjang 2010. Tindakan kekerasan itu dialami oleh para jurnalis dan aktivis
dengan maksud membungkam para jurnalis dan aktivis lainnya atas informasi-informasi yang akan
disampaikannya kepada publik.

Tabel VII
Contoh Kasus Kriminalisasi Terhadap Jurnalis
No | Nama Korban Keterangan
Ahmadi (35 thn) wartawan Harian Aceh, Mei 2010 Penganiayaan

Berat oleh Pasi Intel KODIM 0115. Penganiayaan ini di-
duga kuat karena korban menulis berita yang berjudul
lllegal Logging Marak di Simeuleu yang memberitakan
tentang persoalan pembalakan liar di kawasan Pegunun-
gan Desa Serafon, Kecamatan Alafan, Simeulue Barat
dan Teluk

Alfrets Mirulewan Jurnalis Pelangi di Maluku Barat Daya (Desember 2010)
Sebelumnya dinyatakan hilang sejak 14 Desember 2010,
jurnalis  Pelangi di Maluku Barat Daya, ditemukan me-
ninggal. Dugaan awal, Alfrets dibunuh terkait aktivitas-
nya yang cukup tinggi dalam meliput perputaran minyak
ilegal di Pelabuhan Wonreli, Maluku Barat Daya. Dalam
sekujur tubuhnya juga ditemukan luka-luka memar

Ridwan Salamun Jurnalis, Tual-Maluku Tenggara (Agustus 2010) Rid -
wan sempat disandera terlebih dahulu, sebelum tewas
ketika meliput bentrokan antar warga di kawasan Piditan
kei Kecil, kota Tual, Maluku Tenggara.

Aktivis ICW, Tama Satrya Lang- | Percobaan pembunuhan, Tama menderita memar, luka
kun, Peneliti Divisi Investgasi [ trauma benda tumpul di beberapa bagian badan dan
ICW (Juli 2010) tangan, serta luka bacokan dengan 29 jahitan benang di
bagian kepala. Tama yang menyampaikan temuan atas
rekening gendut para Perwira Polri

Sumber: Dokumentasi KontraS 2010

Sumber: Dokumentasi Kontra$S 2010

Pada kasus Tama S Langkun, KontraS bersama dengan LBH Jakarta dan ICW telah melaporkan ke-
pada Kapolda Metro Jaya dan Kapolri. Dalam investigasinya, Polda Metro Jaya telah ditemukan in-
dikasi adanya komunikasi secara personal antara Tama dengan AKBP “S” yang datang sehubungan
dengan laporan ICW atas rekening gendut pati Polri. Saat itu disampaikan kegelisahan polisi di level
bawah, juga untuk menjalin hubungan baik antara polisi dan ICW. AKBP “S" juga sempat menawar-
kan bantuan kepada Tama soal keamanan, pernyataan AKBP “S” saat itu “Jika ada yang terjadi,
hubungi saya”.?> Pasca peristiwa, beberapa pertemuan dilakukan dengan institusi kepolisian ter-
kait penyelidikan pelaku, diantaranya pertemuan dengan Boy Rafli (Humas Polda Metro Jaya) untuk
menanyakan adanya informasi yang simpang siur antara Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan
(16 Nov); pertemuan dengan Dirkrimun, Kasat | Kemang, Kasat Jatanras dan beberapa penyidik Pol-
da dan Polres Jakarta Selatan pada 20 November 2010 untuk memberikan nama-nama yang perlu
didalami penyidikannya. Kuasa hukum Tama juga hanya menerima SP2HP | dan IV, sehingga kuasa
hukum tidak mengetahui lebih detil perkembangan yang terjadi dari hasil penyelidikan tersebut.??
Sayangnya, hingga akhir penghujung 2010, tidak juga ditemukan titik terang dan kelanjutan dari
penyelidikan kasus ini oleh Polri.

Sementara di Papua, jaminan rasa aman bagi jurnalis di Papua menjadi hal yang langka. Sepanjang
tahun 2010, KontraS mencatat telah terjadi 5 peristiwa kekerasan yang diarahkan pada jurnalis di

22 Sjaran pers Kontra$, 21 Juli 2010: Temuan sementara hasil investigasi atas peristiwa penyerangan dan penganiayaan
Tama S Langkun
23 Advokasi yang dilakukan Kontra$S sepanjang 2010
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Papua. Karena pemberitaannya mereka kemudian mendapatkan terror dan kekerasan fisik hingga
pembunuhan. Pembunuhan dialami oleh Marlon Mra Mra, wartawan TV Mandiri Papua tewas diti-
kam pada 11 Februari 2010. Juga terjadi terhadap Ardyansah Matrais, wartawan Merauke TV dan
Tabloid JUBI Papua ditemukan tewas terapung di sungai Gudang Arang, Merauke. Dari investigasi
yang dilakukan oleh AJl Papua, diduga kematian Ardyansah terkait dengan pemberitaannya yang
menyoal illegal loging di Merauke.

Serangkaian tindakan kekerasan yang dialami oleh para pekerja HAM, tidak lepas dari impunitas
terhadap kasus yang menimpa pembela HAM lainnya, seperti kasus Munir. Sejak meninggalnya Mu-
nir 2004, negara hanya dapat menghukum satu pelaku lapangan, yaitu Pollycarpus sebagai pilot
Garuda. Di akhir 2009, PN Jakarta Selatan membebaskan pelaku intelektual atas pembunuhan aktivis
HAM, Muchdi PR. Meski Presiden Rl menyebut kasus Munir sebagai a test of history, namun tidak
ada langkah konkret terhadap tersendatnya proses hukum ini serta tidak ada perubahan kebijakan
terhadap perlindungan pembela HAM.

Meski negara tidak meunjukkan perhatiannya yang lebih serius dalam penyelesaian kasus Munir,
Kontra$S sebagai bagian dari anggota KASUM tetap melakukan upaya-upaya lain.?* Pertama, keti-
adaan perkembangan atas penyelesaian kasus Munir tidak lepas dari indikasi kuatnya mafia hukum.
KASUM melaporkan hal tersebut kepada Satgas Mafia Hukum sebagai rekomendasi dari temuan
dalam eksaminasi atas putusan Muchdi yang dilakukan oleh Komnas HAM pada 2009.2> Dalam
pertemuannya, KASUM berharap satgas dapat mengungkap mafia hukum dalam tubuh Jaksa, Polisi,
Hakim dan BIN dalam kasus Munir; Satgas untuk berkordinasi dengan PPATK atas kekayaan dari na-
ma-nama yang telah terlibat pada kasus Gayus dengan kasus Munir, sekaligus nama-nama yang se-
belumnya telah tercantum dalam laporan TPF. Kedua, melihat adanya peluang permintaan informasi
dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, maka KASUM juga mengajukan permohonan informasi
kepada KA BIN terkait informasi yang belum tergali pada persidangan Muchdi PR seperti keberadaan
paspor hijau Muchdi Pr di persidangan tanggal 18 November 2008, surat penugasan kepada Pol-
lycarpus sebagai aviation security yang bertanda tangan WAKA BIN, serta surat penugasan dinas
Muchdi PR ke Malaysia pada tanggal 6-12 September 2004. Ketiga, terkait perkara kasasi (dengan
nama pemohon kasasi PT Penerbangan Garuda Indonesia), Mahkamah Agung dalam putusannya
telah menolak permohonan kasasi melalui surat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kekerasan terhadap pekerja HAM yang terus meluas telah mendorong sejumlah kelompok masyara-
kat sipil seperti KontraS, Tifa, HRWG, LBH Jakarta dan Pulih -yang tergabung dalam Human Rights
Support Facilities (HRSF)- mendorong Komnas HAM untuk membentuk desk pembela HAM. Usulan
pembentukan desk pembela HAM di dalam Komnas HAM dianggap relevan dan tepat mengingat
Komnas HAM memiliki mandat untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan termasuk pro justi-
cia. Pembentukan ini juga dianggap penting mengingat tren ancaman terhadap Pembela HAM juga

K" | -

kata Suciwati

24 Dokumentasi KASUM

25Diyakini adanya jaksa yang tidak profesional dalam menyusun dakwaan hingga tidak dapat membuktikan dakwaan Muchdi
Pr, hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga tidak bersikap pro aktif dalam menemukan kebenaran materiil dalam
persidangan, terlebih lagi susunan majelis hakim yang dipilih pada tingkat MA terbukti tidak kredibel untuk memeriksa dan
mengadili kasasi Muchdi dikarenakan latar belakang mereka adalah perdata. Komisi Yudisial sejak awal sudah menilai bahwa
majelis hakim Muchdi PR pada tingkat judec factie tidak kredibel dan mencederai code of conduct.
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semakin berubah, bukan saja dalam bentuk kriminalisasi tetapi dalam bentuk penganiayaan lang-
sung. Selain itu, pembentukan desk pembela HAM juga didasarkan atas pasal 75 huruf b UU no. 39
tahun 1999 tentang Komnas HAM).

Lebih lanjut, desk pembela HAM yang dibentuk di Komnas HAM akan memiliki sedikitnya fungsi-
fungsi kerja yang tidak jauh berbeda dengan apa yang diuraikan dalam panduan Uni Eropa tentang
Pembela HAM, diantaranya: melakukan kerjasama antar lembaga; kujungan ke penjara; peman-
tauan atas proses hukum pembela HAM; pengawasan atas tindak lanjut rekomendasi Komnas
HAM; respon cepat atas kasus; membuat laporan berkala tentang situasi pembela HAM di Indonesia;
informasi tentang potensi ancaman terhadap pembela HAM dalam situasi konflik; promosi per-
lindungan pembela HAM (pelatihan dan sosialiasi, terutama kepada aparat negara); mensinergikan
strategi-strategi lokal dan nasional bagi perlindungan pembela Ham; dan advokasi dan pemantauan
kebijakan pusat dan daerah. Desk pembela HAM diharapkan menjalankan fungsinya dengan meng-
koordinasikan unit-unit kerja yang ada dalam seluruh sub komisi dan biro di Komnas HAM sesuai
dengan fungsi masing-masing. Dalam melakukan kerjasama antar lembaga dapat dilakukan oleh
Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga Komnas HAM. Kunjungan ke penjara, pemantauan
pengadilan, pengawasan, respon cepat dan laporan berkala situasi pembela HAM dalam rangka
membangun performance Komnas HAM dapat dilakukan oleh Biro Penegakan, dalam hal ini Sub-
kom Pemantauan dan Subkom Mediasi. Informasi potensi ancaman (khususnya bagi daerah konflik),
promosi perlindungan pembela HAM (khususnya pada para penegak hukum, terutama Polri dan
Kejaksaan Agung), mensinergiskan strategi lokal dan nasional bagi perlindungan pembela HAM,
serta advokasi kebijakan akan dilakukan oleh Biro Pemajuan, dalam hal ini Subkom Penelitian dan
Pengkajian dan Subkom Pendidikan dan Penyuluhan.?®

IV. 2. De Facto Moratorium Hukuman Mati
Sepanjang 2010 tidak terjadi eksekusi hukuman mati. Artinya sudah 2 tahun terakhir tidak terdapat

eksekusi mati. Meskipun demikian, sepanjang 2010 tetap terjadi 5 vonis hukuman mati terhadap 5
orang (satu diantaranya adalah warga negara asing).

Tabel VIlI
Vonis Hukuman Mati
Terpidana Pengadilan Kasus
Raja Syahrial alias Herman | PN Tanjung Balai Karimun, [ Pembunuhan
dan Raja Fadli alias Deli Kepulauan Riau
Baekuni alias Bungkih alias | PT Jakarta Pembunuhan dan
Babeh Perkosaan terhadap anak-
anak jalanan
Heri Darmawan alias Sidong | PN Pontianak, Pembunuhan
Kalimantan Barat
Fadli Torindatu PN Manado, Pembunuhan
Sulawesi Utara
Frank Amado, seorang war- | PN Jakarta Pusat Narkoba
ga asing (Amerika Serikat)

Sumber: Migrant Care 2010

Meski demikian, di tingkat legislasi terdapat kebijakan baru yang cenderung mempercepat proses
eksekusi mati. DPR Rl menyetujui revisi terhadap UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi di mana
ketentuan yang baru hanya memberikan peluang pengajuan grasi (bagi terpidana mati) hanya satu
kali.

Selain itu, isu hukuman mati yang menonjol lainnya adalah situasi WNI yang dikenai vonis hukuman
mati. Belakangan ini publik dalam negeri terkejut ketika diumumkan terdapat 3 WNI (Bustaman bin
Bukhari, Tarmizi bin Yacob, dan Parlan bin Dadeh) yang telah dihukum mati hingga proses hukum
final di Malaysia dan ratusan WNI lainnya yang diperkirakan divonis serupa di tingkat lainnya. Say-

26 Kertas Posisi Pengajuan Desk Pembela HAM untuk Komnas HAM yang dibuat bersama antara Komnas HAM dan HRSF,
2010.
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angnya hingga kini Pemerintah RI tidak juga memiliki data yang akurat terhadap para terpidana mati
di luar negeri. Merupakan suatu imperatif ke depannya, Pemerintah Rl harus memberikan bantuan
hukum bagi semua WNI yang terancam vonis hukuman mati, khususnya di negeri-negeri yang sistem
hukumnya masih bermasalah (unfair trial). Data dari kelompok buruh migran memperkirakan saat ini

ada 305 WNI yang terancam hukuman mati.
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Analisa terhadap 345 WNI Terpidana Berat di Malaysia Sumber Data: KBRI Kuala Lumpur, Kemenlu
Malaysia, Interpol per April 2009

Tabel IX
Daerah Asal
Daerah Asal Hukuman Mati Non Hukuman Mati Jumlah

Aceh 219 48 267

NTB 2 1 3

NTT - 1 1
Sumatera Utara 9 3 12
Sumatera Selatan - 2 2
DIY 2 - 2

Jawa Tengah 10 - 10
Jawa Timur 3 - 3
DKI 6 - 6
Kepulauan Riau 4 2 6
Madura 3 - 3
Tidak Diketahui 27 3 30
Total 347

Sumber: Migrant Care 2010
Tabel X
Eksekusi Mati
Nama Tahun Kasus
Basri Masse 19 Jan 1990 Narkoba
Karno Marzuki alias Toyib 14 Sep 1991 Pembunuhan

Sumber: Migrant Care 2010

Pemutakhiran dari Pemerintah Aceh Tahun 2007 terdapat 262 warga Aceh yang sedang menjalani
hukuman di Malaysia. Sebanyak 195 orang terancam hukuman mati, sedangkan 8 orang telah divo-
nis hukuman mati di Mahkamah Rayuan dan akan melanjutkan ke Mahkamah Persekutuan (Agung).
Sebanyak 36 orang lainnya tidak dikenai hukuman mati. Pelanggaran imigrasi 19 orang, kepemilikan
senjata api ilegal 1 orang. Tahun 2010, 3 orang telah divonis hukuman mati oleh Mahkamah Agung.

Hingga hari ini pemerintah tidak mempunyai data yang akurat untuk WNI yang bermasalah di luar
negeri. Masalah jumlah sering menjadi perdebatan antara pemerintah dan masyarakat sipil yang
melakukan advokasi khsususnya dalam kasus hukuman mati. Di samping itu, kurangnya sosialisasi
informasi tentang hukum di negara tujuan bagi mereka yang akan berangkat menjadi TKI di luar
negeri. Termasuk juga penyediaan anggaran dan bantuan hukum menjadi faktor yang turut me-
nentukan masalah yang menimpa WNI/TKI di luar negeri.

Perkembangan di tingkat internasional, yang juga tak kalah pentingnya adalah di akhir tahun ini
dilakukannya pemungutan suara (voting) untuk yang ketiga kalinya di Majelis Umum PBB atas suatu
resolusi yang menyerukan suatu moratorium atas eksekusi mati. Hasilnya adalah 108 negara meny-
etujui moratorium eksekusi mati, 41 negara menolak, 36 negara abstain, dan ada 7 negara tidak
hadir. Hasil voting ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya (2008) di mana negara yang setuju akan
moratorium hukuman mati berjumlah 105, yang menolak 47 dan yang abstain 34, dan tidak hadir 6.
Sayangnya Pemerintah Rl selalu bersikap menolak.

IV.3. Meluasnya Ancaman Kebebasan Berekspresi dan Berkumpul

Ancaman terhadap kebebasan berekspresi meluas di sepanjang tahun 2010. Tindakan itu dialami
berbagai kelompok, diantaranya kelompok agama dan keyakinan minoritas, pihak-pihak yang di-
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tuduh komunis, kelompok seksual minoritas (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender/LGBT) serta
rakyat miskin kota.

Sebut saja, pembubaran seminar Waria di Depok oleh kelompok yang menggunakan identitas Islam
pada 30 April 2010. Puluhan anggota kelompok ini membubarkan acara tersebut dengan melakukan
pemukulan kepada salah seorang pembicara serta memecahkan barang pecah belah di lokasi acara,
di Hotel Bumi Wiyata. Peristiwa lain adalah ancaman dan demonstrasi oleh kelompok-kelompok
yang mengatasnamakan islam kepada panitia Q Film di CCF, Goethe Institue, ErasmusHuis. Peris-
tiwa lainnya adalah pembubaran Konferensi Regional International lesbian, gay, bisexual, transgen-
der dan intersex association (ILGA) di Surabaya pada 26-28 Maret 2010 oleh kelompok kekerasan.
Sesaat setelah terjadi, KontraS meminta Kapolri dan Pemerintah Daerah di Jawa Timur untuk dapat
memfasilitasi upaya-upaya dialog. Sebelum acara dilakukan, panitia pelaksana serta beberapa pihak
(termasuk anggota DPR) mencoba melakukan negosiasi untuk dilaksanakannya konferensi tersebut.
Namun, pihak Mabes Polri pun, tetap harus merujuk pada ada tidak adanya surat rekomendasi yang
dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur. Massa menggunakan identitas Islam di Surabaya bahkan melaku-
kan aksi protes dengan menyegel kantor Gaya Nusantara.?’

Sementara ketakutan yang berlebihan pada isu komunisme berdampak pada pelanggaran kebe-
basan berekspresi di Banyuwangi dan Yogyakarta. Hal ini merupakan pengulangan dari karakter
rezim Orde baru yang tidak menghendaki adanya sebuah kebebasan berpikir, berpendapat dan
berserikat. Di Banyuwangi, acara Sosialisasi Kesehatan oleh Komisi IX/kesehatan DPR-RI dibubarkan
Ormas Keagamaan di Banyuwangi pada 24 Juni 2010, karena dituduh dapat menumbuhkan paham
komunisme. Atas hal tersebut, Kepolisian setempat tidak dapat mencegah penyerangan dan men-
jaga acara tersebut berlangsung kondusif. Kepolisian dalam hal ini lebih mengakomodir keinginan
kelompok penyerang dengan alasan mencegah tindakan anarkis. Di Yogyakarta, Kepolisian Bantul
membubarkan acara peluncuran buku sastra dan diskusi di Bantul, Yogyakarta. Beberapa buku yang
diluncurkan serta didiskusikan antara lain kumpulan cerita; kisah-kisah dari Tanah Merah, Cerita
Digul Cerita Buru, dan kumpulan puisi Pelita Keajaiban Dunia. Menariknya Polisi saat itu justru me-
minta acara tersebut dihentikan untuk tidak terjadi penyerangan oleh kelompok-kelompok tertentu.
Sementara itu, kasus lain yang juga merupakan bentuk pelanggaran dari kebebasan berekspre-
si termasuk juga berkreasi dan pembatasan hak masyarakat luas atas informasi adalah tindakan
pelarangan buku oleh institusi Kejaksaan dipenghujung 2009. Kejaksaan Agung Republik Indone-
sia melarang peredaran lima judul buku diantaranya adalah buku karya John Roosa, berjudul Dalih
Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, diterbitkan oleh Institut Sejarah
Sosial Indonesia (ISSI)) dan Hasta Mitra pada 2008, yang dilarang berdasarkan SK Jaksa Agung No.
139/A/JA/12/2009, dan buku karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, berjudul Lekra
Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan, Harian Rakjat 1950-1965, diterbitkan oleh
Merahkesumba pada 2008, yang dilarang melalui SK Jaksa Agung No. 141/A/JA/12/2009. Kejaksaan
Agung mendasarkan pelarangan buku-buku tersebut pada UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengaman-
an terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum dan UU No.
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Rl Pasal 30 ayat (3) huruf (). UU No. 4/PNPS/1963 adalah Pene-
tapan Presiden yang dijadikan undang-undang melalui UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan
Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.?®

Kejaksaan Agung juga secara resmi mengeluarkan perintah pelarangan buku yang ditulis oleh Pen-
deta Socrates Sofyan Yoman, Ketua Gereja Babtis Papua. Buku yang berjudul “Suara Gereja bagi
Umat Tertindas” itu dilarang beredar kemasyarakat karena dianggap mengadu domba dan memba-
hayakan NKRI.

Tindakan pelarangan buku merupakan tindakan yang menutup hak atas komunikasi dan infor-
masi bagi warga negara. Kebijakan pelarangan buku telah menghalangi hak warga negara untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial-
nya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampai-
kan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia seperti diatur dalam UUD

27 Surat Terbuka KontraS kepada Kepala Kepolisian Rl, Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri, 6 Maret 2010: Pelarangan
terhadap Konferensi Regional ILGA.

28 Sjaran pers bersama Koalisi Masyarakat Sipil Pembela Kebebasan Berekspresi (LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat,
ELSAM, KontraS, Imparsial, PEC), 23 Februari 2010: Pengajuan Permohohan Pengujuan UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pen-
gamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum terhadap UUD 1945.
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Daftar buku-buku yang dilarang de baru hingga reformasi:*

1. Dalih Pembunuha ber dan Kudeta Suharto

2. Lekra Tak Kebudayaan Harian Rak-

jat 1950-1 idin M Dahlan)

3. Enam Jala

4., Suara Gere an Cucuran Air Mata
Umat Tuhan @ ofyan Yoman)

1. Mengganggu keman
2. Komunisme, marxismeé
3. Separatisme

Negara Rl Tahun 1945 Pasal 28 jan arang buku, pemerintah, dalam hal ini Kejaksaan
Agung Republik Indonesia, telah teres

tidak baik, berguna atau berguna uk dibaca.®

Tindakan pelarangan buku ini pun, kemudian di tanggapi oleh sekelompok masyarakat sipil den-
gan mengajukan uji materil UU No.4/PNPS/1963 ke Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan pada 13
Oktober 2010. Dalam putusannya,® Mahkamah Konstitusi menyoroti tindakan Kejaksaan Agung
sebagai model pendekatan negara kekuasaan dan bukan negara hukum, dimana tindakan pelaran-
gan tersebut tidak melalui proses hukum, dalam hal ini proses peradilan, oleh karena itu tindakan
Kejaksaan Agung juga merupakan suatu eksekusi tanpa peradilan (extra judicial execution). Tindakan
Kejaksaan Agung melakukan pelarangan pengedaran buku-buku sebagai suatu sumber informasi,
penyitaan tanpa proses pengadilan, merupakan suatu tindakan yang tidak sejalan bahkan bertentan-
gan dengan Pasal 28F UUD. Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa pembatasan kebebasan
seseorang, semata-mata dilakukan untuk pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat demokratis. Adapun pelarangan atas ses-
uatu harus dilakukan melalui due process of law, jikapun tidak maka hal itu tidak termasuk dalam
pengertian pembatasan kebebasan seperti yang dimaksud Pasal 28 ayat (2) UUD 1945.

Di Papua, pelanggaran atas kebebasan berekspresi dialami oleh warga sipil Papua yang menyuarakan
keadilan bagi Papua dan dianggap memiliki relasi dengan Organisasi Papua Merdeka. Sementara di
Maluku, pelanggaran atas kebebasan berekspresi dialami oleh orang-orang yang diduga memiliki
afiliasi dengan Republik Maluku Selatan.

29 |bid

30 |bid.

31 Data dihimpun dari berbagai sumber.

32 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010, hal 239-240
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Pada tahun 2010, situasi kebebasan beragama di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Ketiadaan
tindakan tegas dari aparat penegak hukum dan pemerintah atas berbagai kasus kekerasan, ancaman
dan intimidasi di tahun-tahun sebelumnya membuat kelompok-kelompok kekerasan merasa sema-
kin ‘bergigi’ dan mendapatkan ‘perlindungan’ hukum untuk melakukan tindakan kekerasan kepada
kelompok agama dan keyakinan minoritas.

Sepanjang tahun 2010, tercatat ada 24 kasus penyerangan, pengrusakan, pembakaran maupun
penutupan gereja-gereja di berbagai tempat yang dilakukan oleh organisasi atau massa yang meng-
gunakan identitas Islam. Kekerasan dan penyerangan juga dialami oleh Jamaah Ahmadyah. Umum-
nya, aktor penyerang melakukan teror dan intimidasi kepada pusat-pusat ibadah dan pendidikan
(gereja dan sekolah). Terhitung dari bulan Januari, lokasi-lokasi seperti di Jawa Barat (Bogor, Karawa-
ng, Ciranjang, Cianjur), Jawa Tengah (Purworejo) dan Sumatera Barat (Sibuhuan Padang) menjadi
target sasaran.® Intensitasnya sempat menurun pada bulan Februari dan Maret. Hanya terjadi empat
penyerangan di Jakarta, Jawa Barat (Bekasi dan Bogor).3*

Intensitas penyerangan kembali meningkat pada bulan April. Terdapat empat penyerangan yang
menyebar mulai dari Jawa Barat (Cisarua), Jawa Tengah (Banjar Sari — Temanggung dan Kendal) dan
Jawa Timur (Kalipare, Malang). Target serangan masih ditujukan kepada jemaat Kristen.3> Bulan Mei
— Juni, intensitas serangan banyak terjadi di Jakarta dan Jawa Barat (Parung dan Cirebon).** Bulan

33 Serangan pada gereja Taman Yasmin Bogor, Gereja City Blessing (Karawang), Gereja Kristen Pasundan, GKSBS Lampung,
GKI Cianjur, Panti Asuhan Griya Pamengku dan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) KADESI, Gereja HKBP dan GPdI
(Sibuhuan Padang).

34 Serangan pada gereja Gereja GPIB Galileo (Bekasi), GBI Kairos (Jakarta), Gereja Katolik Stasi Santa Maria Immakulata (Ja-
karta), Penyegelan gereja oleh Pemerintah Kota Bogor.

35 GKJ Sukoharjo (Kendal, Jawa Tengah), GSJA di desa Arjowilangun (Malang, Jawa Timur), Gereja Pentakosta (Banjar Sari,
Jawa Tengah), Wisma Badan Pendidikan Kristen (BPK) Penabur (Cisarua, Jawa Barat).

36 Gereja Katolik Baptista (Parung, Jawa Barat), dua gereja di Cirebon Jawa Barat, Gedung Sekolah Katolik Santo Bellarminus
(Jakarta)
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Juli dan Agustus serangan tidak hanya ditujukan kepada umat Kristiani. Jamaah Ahmadiyah juga
banyak mendapat tekanan. Setidaknya wilayah-wilayah Jawa Barat (Bekasi dan Kuningan), Sumatera
Utara (Padang Lawas dan Asahan).?”

Menjelang akhir tahun praktik kekerasan cenderung meningkat. Bulan September — Desember 2010,
tercatat 7 kasus teror penyerangan pusat gereja dan 1 masjid Ahmadiyah. Bahkan penyerang sempat
menusuk benda tajam ke perut ST Sihombing dan melakukan pemukulan dengan benda tumpul ke
bagian kepala Pendeta Luspida Simanjuntak dan ke beberapa jemaat HKBP Ciketing. Penyerangan ini
terjadi di wilayah-wilayah Jawa Barat (Bekasi, Bogor, Tangerang, Bandung), Jawa Tengah (Delanggu,
Sukoharjo) dan DIY.3®

Dua peristiwa kekerasan menonjol kepada umat krisitiani di Ciketing Bekasi dan Jamaah Ahmadyah
di Cisalada Bogor menggambarkan bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok
vigilante (kekerasan).

e Penusukan kepada Penetua ST Sihombing dan Pendeta Luspida Simanjuntak di Gereja
Ciketing Bekasi

Pada bulan Juli 2010 sekelompok massa menolak pendirian gereja dan kegiatan kebaktian di wilayah
Mustika Jaya, Bekasi. Bentuk penolakan massa aksi ini dilakukan dengan melakukan intimidasi dan
penyerangan terhadap jemaat HKBP Pondok Timur Bekasi yang melakukan ibadahnya di Kampung

37 HKBP Ciketing (Bekasi, Jawa Barat), Masjid Ahmadiyah An Nur (Manis Lor, Jawa Barat), Gereja HKBP Binanga (Padang
Lawas, Sumatera Utara), Gereja HKBP Haunapitu (Asahan, Sumatera Utara).

38 HKBP Ciketing (Bekasi, Jawa Barat), Mesjid At-Taufik dan beberapa rumah milik warga Ahmadiyah (Cisalada, Jawa Barat),
Gereja Kristen Baptis Jakarta, Kapel Santo Yusup Pare, Paroki Katolik (Delanggu, Jawa Tengah), Gereja Kristen Jawa (Suko-
harjo, Jawa Tengah), gereja Yayasan PGAK Santa Melania (Bandung, Jawa Barat), Gereja Rehoboth Barea (Bandung, Jawa
Barat), sejumlah gereja di DIY.
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Ciketing Asem, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selama ini kegiatan kebaktian
jemaat HKBP Pondok Timur memang dilakukan di sebuah rumah yang difungsikan juga sebagai
tempat ibadah. Penyerangan terhadap jemaat Gereja ini hampir terjadi setiap hari Minggu, saat para
jemaat hendak melakukan kebaktian di gereja tersebut. Beberapa kali ibadah terpaksa dihentikan
akibat penyerangan tersebut. Puncaknya pada tanggal 12 Agustus, saat sejumlah jamaah gereja
sedang berjalan kaki menuju lokasi ibadah, Pendeta Luspida Simanjuntak dipukul kepalanya dengan
balok kayu dari bagian belakang dan ST Sihombing ditusuk oleh sekelompok orang tidak dikenal
dengan menggunakan sepeda motor dan berpakaian putih panjang disertai peci. Dalam kejadian
ini pihak Polres Metro Bekasi sempat meminta keterangan dari saksi-saksi termasuk saksi korban.
Murhali Barda, Ketua FPI Bekasi yang diketahui telah melakukan penghasutan kepada warga untuk
melakukan penyerangan ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

e Penyerangan terhadap Jamaah Ahmadyah di Cisalada, Bogor

Pada 1 Oktober 2010, ratusan massa yang berasal dari Kampung Pasar Selasa menyerang Kampung
Cisalada, Ciampea Bogor yang selama ini dihuni oleh sekitar 100 orang warga Ahmadiyah. Peristiwa
ini dipicu setelah pada sore harinya terjadi penyerangan pertama oleh sekelompok massa yang juga
berasal dari kampung Pasar Selasa akibat keberadaan Mesjid At-Taufik, milik warga Ahmadiyah di
Desa Cisalada yang letaknya tidak jauh dari Kampung Pasar Selasa. Mesjid ini sebenarnya telah
berdiri sejak tahun 1953 dan tidak pernah ada penolakan dari warga sebelumnya. Pada penyerangan
pertama tersebut, pelaku sempat diamankan oleh warga Cisalada untuk menghindari kemarahan
warga Cisalada. Tidak terima temannya diamankan, pada malam harinya sekitar 300 orang warga
Kampung Pasar Selasa kembali mendatangi Kampung Cisalada dan melakukan pengrusakan serta
pembakaran beberapa harta benda milik warga Ahmadiyah. Akibat penyerangan tersebut, sebuah
mesjid, lima buah rumah, satu buah mobil dan satu buah motor dibakar oleh massa dan belasan
rumah lainnya mengalami kerusakan. Selain itu, massa juga membakar puluhan Al-Quran yang be-
rada di dalam Mesjid At-Taufik dan menjarah isi rumah warga Ahmadiyah.

Berkaca dari kasus-kasus diatas, dapat dilihat bahwa kekerasan berbasis agama terjadi akibat adanya
produk hukum pemerintah maupun fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bersifat diskrimina-
tif, khususnya bagi kelompok minoritas. Kasus larangan ibadah dan penyegelan gereja di Cikeusik
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misalnya, warga Mustika Jaya mengatakan bahwa gereja tersebut ilegal karena tidak mengantongi
izin pendirian rumah ibadah. Warga juga merasa tidak menyetujui keberadaan gereja tersebut yang
menjadi salah satu syarat untuk pendirian rumah ibadah. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Bersama
(Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.**
Persyaratan tersebut kemudian menjadi hambatan bagi pemeluk agama untuk dapat mendirikan
rumah ibadah. Dalam kasus Gereja Taman Yasmin Bogor, izin pembangunan gereja tersebut sudah
didapat pada tahun 2006 namun kemudian dibatalkan kembali setelah ada sekelompok orang yang
tidak menginginkan keberadaan gereja di sana.*

Hal yang sama juga terjadi pada warga Ahmadiyah di Indonesia. Penyerangan dan kekerasan terha-
dap warga Ahmadiyah terjadi setelah keluar Fatwa MUI yang menyatakan aliran Ahmadiyah sesat*'
dan keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa
Agung tentang Larangan Ahmadiyah.#? Peraturan tersebut kemudian menjadi legitimasi untuk
melakukan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. Tercatat ada 1 (satu) kasus penyegelan Mesjid
An-Nur milik Ahmadiyah di Manislor, Kuningan dan 1 (satu) kasus pembakaran gereja At-Taufik di
Cisalada, Bogor.

Dari hasil pemantauan Kontra$S, sepanjang tahun 2010 hanya 1 (satu) kasus diproses oleh kepolisian
hingga tingkat pengadilan, yaitu pada kasus penusukan ST Sihombing dan Pendeta Luspida Siman-
juntak oleh anggota Front Pembela Islam (FPI). Sementara untuk kasus lainnya seperti pengrusakan
dan/atau pembakaran rumah ibadah tidak ada yang diproses di tingkat kepolisian. Pihak kepolisian
hanya memanggil dan memeriksa saksi-saksi namun setelah itu dibebaskan karena dianggap tidak
cukup bukti.

Sementara di lapangan, polisi dan Satpol PP juga memiliki andil dalam melakukan pembiaran ter-
hadap tindakan penyerangan maupun kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah ormas Islam. Dalam
kasus Cisalada misalnya, korban telah memberitahukan perihal akan adanya penyerangan terhadap
warga Cisalada namun pihak kepolisian baru datang setelah rumah ibadah warga Ahmadiyah di-
bakar. Dalam penyegelan gereja di Cikeusik, pihak kepolisian hanya diam saja saat massa datang
menyerang dan membubarkan kebaktian.

IV.5 Kekerasan Berlanjut di Papua

Sepanjang tahun 2010, kekerasan terus berlanjut di Papua. Pemerintah Pusat masih saja menempat-
kan Papua sebagai wilayah operasi keamanan dengan alasan rawan separatisme. Alasan itu dituduh-
kan untuk melegitimasi tindakan penangkapan, penahanan dan pembunuhan kepada warga sipil
Papua yang menuntut kesetaraan hak-hak dasarnya. Di sisi lain, Pemerintah Pusat masih menempat-
kan Jakarta sebagai titik sentral dalam mengimplementasikan kebijakan di Papua. UU No. 21 tahun
2001 tentang Otonomi Khusus tidak berlaku efektif, bahkan membuka ruang penyalahgunaan we-
wenang yang masif. Mandat UU Otonomi Khusus bagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu
berupa KKR Papua dan Pengadilan HAM Papua belum juga direalisasikan. Menjadi keharusan untuk
segera mengevaluasi pelaksanaan UU Otonomi Khusus ini.

Sepanjang 2010, KontraS mencatat telah terjadi 48 peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat ke-
amanan TNI/Polri dan masyarakat. Peristiwa tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan 12 kali peris-

39 Pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa, “selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian
rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi : a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah
ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang
yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan, d.
rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota

40 Dari hasil wawancara reporter KBR68H dengan jemaat Gereja Yasmin Bogor, jemaat sempat menggugat penyegelan
gereja yang dilakukan Pemkot Bogor dan gugatan telah dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri Bandung
pada tahun 2008. Namun gereja tetap disegel oleh Satpol PP hingga saat ini. (http://www.kbré8h.com/index.php/feature/
saga/132-merayakan-natal-di-gereja-bersegel)

41 Fatwa MUI No. 4/2007 Oktober 2007 tentang Aliran-Aliran Sesat di Indonesia

42 SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 No. KEP-003/A/JA/6/2008, Nomor
19 tahun 2008 tentang Pembatasan terhadap Jamaah Ahmadyah
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tiwa kekerasan. Akibatnya, 237 orang menjadi korban, 43 orang meninggal dunia dan 194 orang
lainnya mengalami luka-luka. Dengan alasan penegakan hukum, Polda Papua menahan 22 orang, 7
diantaranya ditangkap dan ditahan di Rutan Polres Manokwari. Ketujuh orang tersebut adalah aktivis
masyarakat yang saat itu melakasanakan perayaan ulang tahun Malenesia Barat ke -22 di lapangan
Penerangan Sanggeng, Manokwari, 14 Desember 2010. Mereka ditahan dengan tuduhan melaku-
kan kegiatan makar.

Dalam situasi itu, warga juga merasa tidak aman dalam melaksanakan aktivitas hariannya. Selama
tahun 2010, tercatat 3 peristiwa terror yang diarahkan kepada penduduk sipil di wilayah tambang
PT. Freeport, Timika. Teror juga kerap dialami oleh sejumlah wartawan di Papua, bentuk terror yang
dialami mulai dari pengiriman pesan pendek (SMS) yang berisi materi ancaman, penggeroyokan,
penusukan hingga pembunuhan seperti yang dialami oleh Ardyansah Matrais, Wartawan Merauke
TV dan Tabloid Jubi yang juga anggota Anggota AJl Jayapura, yang ditemukan tewas terapung di
sungai Gudang Arang, Merauke, 3 Agustus 2010.

Sementara itu, bentrok antar warga di Kwamki Lama - Timika dan Kota Raja Jayapura tidak berhasil
dicegah oleh aparat kepolisian setempat. Tercatat 160 warga sipil menjadi korban akibat peristiwa
tersebut, diantaranya 8 orang meninggal dunia dan 152 mengalami luka-luka. Untuk penegakan
hukum, polisi menahan 10 orang yang dianggap sebagai penggerak kerusuhan.

Meningkatnya aksi kekerasan di Papua pada awal tahun 2010 membuat otoritas keamanan, baik
Polri maupun TNI, melakukan berbagai operasi. Sebelum senjata yang diambil saat penyerangan pos
polisi dikembalikan, maka Polri akan terus memburu para pelaku dan mengambil kembali senjata
tersebut. Operasi Gabungan TNI/Polri kemudian dipusatkan diwilayah Puncak Jaya. Namun ironisnya
operasi yang digelar itu justru tidak memberikan rasa aman yang diharapkan oleh warga. Sebaliknya
KontraS mencatat angka kekerasan tertinggi di tahun 2010 terjadi di Wilayah Pucak Jaya sebanyak
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13 peristiwa kekerasan dimana anggota TNI dan Polri menjadi pelaku dominan penyiksaan, penem-
bakan dan pembunuhan terhadap warga sipil yang umumnya terjadi di distrik Tinggi Nambut.

Angka kekerasan tertinggi lainnya terjadi di Kota Jayapura, ibukota Provinsi Papua sebanyak 9 peris-
tiwa. Sedangkan di Nabire telah terjadi 5 kasus pembunuhan misterius. Sasaran korban adalah warga
sipil yang diterjadi secara acak, salah seorang korban adalah Siska Tigi (25 Tahun) ibu rumah tangga.
Kondisi korban yang ditemukan oleh warga hampir tidak bisa dikenali lagi. wajah korban umumnya
sulit dikenali karena dirusak dengan benda tajam, dan setelah dibunuh mayatnya dibuang ke pantai.

Tabel X
Korban pembunuhan misterius di Nabire
No Nama Tanggal Pene- | Lokasi Penemuan | Keterangan
muan
1 Jhon Wonda (37 [ 24 Mei 2010 Pantai AMA, Anggota badannya di mu-
Thn) Suku Lani, Nabire tilasi, ditemukan terpisah di
Pekerjaan Petani sekitar pantai AMA
2 Marius Yobe 30 Juni 2010 Di Kalibobo Sebelumnya warga disekitar
(31 Thn) tempat peristiwa mendengar

iga kali suara tembakan.
Kondisi wajah korban rusak,
kulit kepala dan wajah terke-

lupas
3 Gad Anouw (20|14 Desember | Ditemukan di JI. [ Ditemukan telah meninggal
Thn), pelajar SMU [ 2010 Dr.  Samratulangi, [ dunia dengan luka tembak di
Kelas Ill di lye Wo- Nabire pelipis kanan tembus kepala
nerejo bagian belakang. Bagian wa-

jah sulit dikenlai karena ru-
sak, diduga karena pukulan
benda tumpul.

4 Yohanes Magai | 26 Desember | Ditemukan di KM [ Diduga sebelumnya korban
(20 Thn), peker-|2010 128, poros jalan | ditabrak oleh mobil, terjadi
jaan petani Nabire-Paniai pada malam hari. Bagian
kepala korban pecah dan
beberapa bagian tubuhnya

lebam.
5 Siska  Tigi  (25|5 Maret 2010 Mayatnya ditemukan tanpa
Thn), lbu Rumah busana dengan kondisi wa-
Tangga jah tidak bisa dikenali, di ba-

gian rusuk lebam dan kepala
tertinggal tengkorak

Sumber : Dokumentasi KontraS 2010
 Pembunuhan Pendeta Kindeman Gire

Pada pertengahan Maret 2010 aparat gabungan TNI/Polri menggelar berbagai operasi gabungan
yang melibatkan sejumlah pasukan dari Batalyon 753 Arga Vira Tama - Nabire, Yonif 756 Winame
Sili“®, Kopassus, satuan Brimob dari Kelapa Dua, dan juga Densus 88. Awalnya operasi gabungan ini
digerakkan untuk mendukung operasi perburuan terhadap kelompok militer bersenjata (atau OPM)
pimpinan Goliath Tabuni. Untuk mendukung keberlangsungan operasi gabungan ini, Pemerintah
Daerah Puncak Jaya telah memberikan anggaran sebesar Rp. 3 Milyar setiap bulannya.*

Gelombang kekerasan berupa penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap sejumlah pen-
duduk sipil di Puncak Jaya terus berlangsung. Pada 17 Maret 2010, dilaporkan telah terjadi pem-

43 Batalyon Infanteri 756/Winame Sili atau Yonif 756/WMS adalah sebuah batalyon infanteri Tentara Nasional Indonesia
(TNI) yang berada di bawah komando Brigade Infantri 20/Ima Jayakeramo, Kodam XVII/Trikora. Markas Batalyon ini berada
di Wamena, Jayawijaya yang terdiri dari Markas Batalyon, Kompi Markas, Kompi Bantuan, Kompi Senapan A, B, C, D, dan E.
Batalyon ini dibentuk pada tanggal 29 November 2004. Pendirian Yonif ini ditandai dengan penyerahan Tunggul Yonif 756/
WMS oleh Kasad pada 20 Desember 2004 di Mabes TNI AD. http://id.wikipedia.org/wiki/Batalyon_Infanteri_756

44 Keterangan Lucas Enembe, Bupati Puncak Jaya dalam laporan tim pemantauan dan penyelidikan kekerasan di Puncak Jaya,
Komnas HAM, 22 Desember 2010.
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bunuhan terhadap Kindeman Gire, pendeta Sidang Gereja GIDI Toragi, Distrik Tinggi Nambut. Bersa-
ma korban Kindeman, saksi Pendeta Pitinus Kogoya berhasil menyelamatkan diri, dalam kesaksiannya
menyebut bahwa rombongan TNI dari Yonif 756 WMS menahan dan melakukan interogasi kepada
Kindeman Gire dengan tuduhan perampasan senjata. Kedua warga Tinggi Nambut ini mengalami
penyiksaan, saksi dam korban diinterogasi di tempat berbeda. Setelah saksi berhasil menyelamatkan
diri, dua minggu kemudian warga menemukan kepala Kindeman Gire yang tersangkut di tepi sungai
Tinggin, Yamo di kawasan Gurage. Diduga korban di mutilasi karena posisi kepala dan tubuhnya
ditemukan di tempat yang terpisah.

« Video Kekerasan terhadap Tiga Warga Tinggi Nambut

Pada 17 Maret 2010 tiga warga distrik Tinggi Nambut, Kotoron Wenda, Goliat Tabuni dan Tives
Tabuni ditangkap dan disiksa oleh anggota TNI dari Yonif 753 Arga Vira Tama/Nabire. Ketiganya
ditangkap atas tuduhan terlibat dalam gerakan Papua Merdeka. Sebelumnya (16/3) sekitar 24 ang-
gota TNI dari satuan Pam Rawan Yonif 753 AVT melakukan patroli di Kampung Gurage. Saat itu,
ketiga korban bersama 24 warga lainnya ditangkap dan menjalani interogasi secara terpisah. Proses
interogasi tersebut berlangsung disertai dengan penyiksaan, ketiga korban di siksa dalam bentuk
tendangan pada bagian punggung dan kepala dengan menggunakan sepatu lars, pukulan juga
dilakukan dengan menggunakan helm tempur dan tangan pada bagian kepala korban. Proses in-
terogasi terekam dengan HP milik Letda Cosmos.

< Video Kekerasan terhadap dua Petani di Tinggi Nambut

Pada 30 Mei 2010 dua petani asal Distrik Tingginambut, Anggen Pugo Kiwo alias Tunaliwor Kiwo
(50 tahun) dan Telangga Gire dipanggil oleh anggota TNI di Pos Kwanggok Nalime Kampung Yo-
gorini. Di Pos tersebut keduanya di ikat dengan tali dan diseret ke belakang pos. dalam posisi terikat,
keduanya kemudian mengalami penyiksaan dengan bentuk dipukul dengan kayu, kawat berduri
dibagian leher, punggung dan kaki. Selain itu, korban Tunaliwor Kiwo ditutup dengan plastic warna
hitam dibagian kepala dan kaki diikat. Saat penyiksaan berlangsung, berulangkali anggota TNI me-
maksa korban untuk mengaku sebagai anggota OPM (Organisasi Papua Merdeka). Tindakan tidak
manusiawi terus dialami korban dalam penyekapan tersebut, kuku kaki dicabut dengan alat jepit
besi, dipukul dengan kayu pada bagian kepala, dalam kondisi luka disiram air pada malam hari.
Lebih lanjut, para pelaku telah menyiapkan kayu yang dibakar ujungnya dan masih berasap. Dalam
proses interogasi itu, seorang pelaku kemudian menyunduk api dari kayu yang terbakar tersebut ke
kemaluan salah satu korban. Kedua korban kemudian dibaringkan dalam posisi terikat didekat tum-
pukan kayu. Dalam posisi terbaring, seorang pelaku kemudian meletakkan pisau terhunus ke bagian
hidung, mulut, kening dan leher korban.

Kasus penyiksaan di Tinggi Nambut ini kemudian menghebohkan publik setelah 17 Oktober 2010
media munculnya beberapa video kekerasan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh TNI yang
diunggah ke dalam Video Youtube. Tayangan ini menimbulkan kecaman internasional. Banyak pi-
hak mempertanyakan profesionalitas TNI. Hal ini pun kemudian mendesak beberapa pejabat mulai
Panglima TNI, Menko Polhukam, dan bahkan Presiden SBY sendiri menyatakan akan mengusut ke-
kerasan yang terjadi terhadap warga sipil di Puncak Jaya.

Karena desakan publik, Presiden SBY kemudian memerintahkan Panglima TNI untuk melakukan
pengusutan terkait dengan penyiksaan yang dialami oleh warga Tinggi Nambut yang ditayangkan di
video youtube. Namun Pengadilan yang kemudian di gelar di Pengadilan Militer Ill-19 Jayapura sama
sekali tak berhubungan aksi kekerasan, penyiksaan dan pembunuhan yang dialami warga Puncak
Jaya. Pengadilan hanya berhubnungan dengan aksi pemukulan dan penendangan yang dilakukan
oleh 4 anggota Batalyon 753 di Puncak Jaya.

Setelah menjalani proses persidangan selama lima kali sejak tanggal 5 November 2010, pada 11
November 2010 Hakim Pengadilan Militer 1lI-19 Kodam XVIlI/Cenderawasih menjatuhkan masing-
masing 5 bulan penjara bagi tiga anggota Kesatuan Pam Rawan Yonif 753 Arga Vira Tama/Nabire
Kodam XVII Cendrawasih. Ketiganya adalah Praka Syahmin Lubis, Prada Joko Sulistyono dan Pra-
da Dwi Purwanto. Mereka divonis bersalah karena terbukti memenuhi unsur melanggar pasal 103
KUHPM junto 56 KUHP, yaitu melanggar perintah atasan atau tidak mematuhi perintah dinas untuk
memperlakukan masyarakat dengan baik,
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Pada berkas dakwaan lainnya, Hakim Pengadilan Militer memvonis pemberi perintah Letda Infanteri
Cosmos dengan hukuman 7 Bulan penjara karena dianggap melanggar pasal 103 KUHPM junto 56
KUHP, vyaitu itu perbuatan melawan perintah atasan. Ke empat anggota TNI ini terbukti melaku-
kan penyiksaan kepada tiga warga Distrik Tinggi Nambut, Kotoran Wenda, Goliat Tabuni dan Tives
Tabuni.

Menyusul pengadilan terhadap pelaku penyiksaan tiga warga Tinggi Nambut, Pengadilan Militer IlI-
19 Jayapura kembali menggelar persidangan terhadap 3 anggota TNI dari Batalyon 753 / Arga Vira
Tama-Nabire. Ketiganya melakukan tindakan penyiksaaan kepada dua petani Distrik Tinggi Nambut
yaitu Pugo Kiwo alias Tunaliwor Kiwo (50 tahun) dan Telangga Gire. Tiga anggota TNI yang men-
jalani persidangan yaitu Sersan Dua Irwan Riskianto (Wakil Komandan TNI Pos Gurage), Pratu Tham-
rin Makangiri dan Pratu Yakson Agus (anggota TNI Pos Gurage).

Dari proses peradilan yang digelar itu, KontraS menilai hakim pengadilan militer IlI-19 Kodam XVII/
Cenderawasih telah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan yang mengedepankan kebenaran fakta
peristiwa dalam proses persidangan. Prosesnya belangsung singkat dan telah mengabaikan ket-
erangan dari korban penyiksaan yang disebutkan dalam fakta persidangan. Lebih jauh, minimnya
saksi peristiwa yang dihadirkan akhirnya hanya menjadikan silang keterangan dari ke-para terdakwa.
Dalam proses persidangan juga menunjukkan minimnya alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer
yakni hanya berupa satu kepingan VCD berdurasi 30 menit berisi rekaman penganiayaan dan ke-
kerasan terhadap warga Tinggi Nambut, HP Nokia N.70 milik Letda Infanteri Cosmos yang digunakan
merekam dan sepatu laras yang digunakan oleh para pelaku.




IV. 6 Kekerasan Berbasis Perda Diskriminatif di Aceh

Sepanjang tahun 2010, KontraS Aceh menilai bahwa penegakan syariat Islam banyak menimbulkan
persoalan hukum baru. Kondisi mencolok bisa dilihat dari meningkatnya tindak kekerasan terha-
dap mereka yang dituduh sebagai pelaku pelanggar syariat Islam (maisir khalwat dan khamar). Para
pelakunya dari tahun ke tahun tidak pernah tersentuh hukum. Kondisi ini melahirkan ambiguitas
tersendiri, dalam wujud eforia publik untuk melakukan kekerasan kepada mereka yang dituduh telah
melakukan tindak pelanggaran syariat Islam.

Selama 4 tahun terakhir (2007-2010), tindak kekerasan berbasis pelanggaran syariat Islam banyak
terjadi. Setidaknya ada 14 kasus tindak kekerasan tahun 2007 dan 23 kasus tindak kekerasan di
tahun 2008. Tahun 2009 sendiri secara umum memang tidak banyak terjadi tindak kekerasan yang
fatal, namun aksi razia masih kerap dilakukan. Angka tindak kekerasan meningkat drastis pada ta-
hun 2010 sebanyak 36 kasus.

erbasis pelanggaran syariat Islam

& Tahun 2007
& Tahun 2008

Tahun 2009
 Tahun 2010

Jumlah kasus

Sumber: Dokumentasi KontraS Aceh 2010

Hingga kini, Pemerintah Daerah Nangroe Aceh Darussalam belum melakukan langkah serius untuk
meminimalisir tindak kekerasan tersebut. Ada kesan pemerintah daerah melakukan pembiaran dan
melumrahkan sebagai hal yang biasa terjadi di dalam masyarakat.

Wilayatul Hisbah (WH) adalah otoritas penegak hukum syariat Islam. Akan tetapi, kini kondisinya,
warga Aceh seakan memiliki otoritas yang melampaui kewenangan WH, untuk menangkap pelaku
pelanggaran syariat Islam. Selain itu juga tidak ada aturan yang membenarkan warga untuk melaku-
kan tindakan mengarak, memandikan dengan air comberan, menggunting rambut, menggarak dan
tindakan fisik lainya terhadap pelanggar syariat islam.

Selain aksi warga yang berlebihan di atas, beberapa aksi razia dalam penegakan syariat Islam dan
melibatkan militer juga kerap terjadi. Keterlibatan militer dalam berbagai aksi razia tersebut biasanya
dilakukan dalam operasi gabungan, yang terdiri dari WH, DPRK, Majelis Permusyarakatan Ulama dan
TNI/Polri. Contohnya dalam aksi razia tanggal 17 Oktober 2010 pagi di depan Polsek Juli, km 10 Desa
Benyot, Kabupaten Bireuen. Dalam aksi tersebut diamankan belasan remaja putri yang mengenakan
busana tidak sesuai syariat Islam.Aksi yang sama juga terjadi pada 6 November 2010. 60 orang
remaja putri berpakaian ketat terjaring dalam razia gabungan yang digelar di Kota Bireuen.

Keterlibatan militer ini jelas menyalahi kewenangan tugasnya, sebagaimana yang tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Kondisi dan keamanan
Aceh tidak lagi di bawah sistem Darurat Militer dan atau Darurat Sipil. Pernyataan ini juga ditegaskan
oleh Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Prof Dr. Rusjdi Ali Muhamad, SH bahwa “Aceh sudah damai
untuk apa melibatkan TNI dalam razia penegakan syariat islam dan pada dasarnya WH ini berfungsi
membantu kerja kepolisian dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.”
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“Ketiadaan Aturan
Prosedur Komisi, mem-
buat AICHR juga tidak
mampu merespon berb-
agai kasus pelanggaran
HAM yang ditransmisi-
kan kepada mereka”
kata Papang Hidayat
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Satu tahun sejak Komisi HAM Antar Negara ASEAN/ Komisi HAM ASEAN (AICHR/ASEAN Inter-gov-
ernmental Commission on Human Rights) dilantik pada 23 Oktober 2009, perkembangannya nyaris
tidak ada sebagai suatu mekanisme HAM regional yang layak. Hal ini didasari pada hasil peman-
tauan masyarakat sipil ASEAN dengan nama the Solidarity for Asian People’s Advocacy Task Force
on ASEAN and Human Rigths (SAPA TFAHR), dimana Kontra$S aktif terlibat, yang berupa laporan
berjudul " Hiding Behind Its Limits; a Performance Report on the First Year of the ASEAN Intergovern-
mental Commission on Human Rights/AICHR).

Dalam laporan ini, beberapa hal menjadi sorotan. Pertama, terlepas dari segala keterbatasan dalam
mandat Komisi HAM ASEAN, pembahasan tentang kerangka kerja dan prosedur komisi ini sangat
lambat dan nyaris tidak menghasilkan apa pun. Hingga satu tahun berdirinya, Komisi HAM ASEAN
belum berhasil menghasilkan Aturan Prosedur (rule of procedure) yang menjadi kerangka institu-
tional bagi kerja-kerja Komisi HAM ASEAN ke depan. Ketiadaan Aturan Prosedur ini telah dijadikan
alasan bagi Komisi ASEAN untuk menunda atau menolak dialog antara Komisi HAM ASEAN dengan
masyarakat sipil. Hal ini terbukti ketika pada sidang pertama AICHR di Sekretariat ASEAN, Jakarta
pada Maret 2010 ditandai penolakan oleh para komisionernya untuk menemui delegasi masyarakat
sipil ASEAN, khususnya mereka yang paling berkepentingan terhadap suatu mekanisme HAM di
regio ini, yaitu komunitas korban. Hanya komisioner Rafendi Djamin, dalam kapasitas personal, yang
mau bertemu dengan para aktivis HAM dan komunitas korban yang diwakili oleh keluarga korban
pembantaian massal Ampatuan di Filipina dan para korban kasus-kasus masa lalu di Indonesia.

Kedua, ketiadaan Aturan Prosedur Komisi, membuat AICHR juga tidak mampu merespon berbagai
kasus pelanggaran HAM yang ditransmisikan kepada mereka. Padahal responsi terhadap pengaduan
terkait dugaan peristiwva pelanggaran HAM merupakan fungsi dasar dari suatu mekanisme HAM
regional. Beberapa kasus tersebut adalah:

Tabel Xl
Kasus-Kasus yang Diajukan ke AICHR
Tema Jumlah|Negara Organisasi Pelapor
Kasus
Buruh Migran 9 Indonesia Serikat Buruh Migran Indone-
sia (SBMI)
Kebebasan pers dan |2 Indonesia LBH Pers
berekspresi
Kejahatan ~ kemanu- | 3 Indonesia KontraS/IKOHI
siaan masa lalu
Pembunuhan massal 1 Filipina Center for International Law
Hak-hak perempuan 1 Indonesia Koalisi Perempuan Indonesia

Untuk Keadilan dan Demokrasi

Hukuman mati 1 Singapura/Malaysia Save Vui Kong Campaign
Sumber: SAPA TFAHR, 2010

Ketiga, dalam perkembangannya para komisioner menerapkan ketertutupan dalam bekerja, khu-
susnya menolak keterlibatan komunitas masyarakat sipil. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan
kecenderungan mekanisme HAM secara internasional yang sangat membuka diri terhadap keter-
libatan masyarakat sipil, entah itu kelompok akademisi, think tank, NGO, jurnalis, atau komunitas
korban. Akibatnya beberapa agenda penting yang menjadi mandat A/CHR tidak terjangkau dan
mengenyampingkan peran masyakarat sipil sebagaimana yang menjadi jargon “people-oriented
ASEAN" dan tertera dalam Piagam ASEAN. Salah satu agenda tersebut adalah penyusunan ran-
cangan naskah Deklarasi HAM ASEAN (ASEAN Human Rigths Declaration) yang merupakan suatu
kemajuan sebagai pembentuk suatu fondasi mekanisme HAM yang lebih efektif dalam promosi dan
perlindungan HAM.

Keempat, salah satu masalah penting —-namun bukan yang paling menentukan- adalah adanya ket-
erbatasan institusional, khususnya ketersediaan sumber daya, untuk bisa bekerja dengan efektif.
Salah satunya adalah ketiadaan kantor atau sekretariat AICHR. Hal ini menunjukkan kurang seriusnya
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pemerintah-pemerintah ASEAN dalam mendukung kerja Komisi HAM ASEAN. Hal ini menyebabkan
independensi AICHR bisa dipertanyakan.

Problem-problem di atas memunculkan kesan bahwa AICHR hanyalah suatu “alat pemanis” atau
“window-dressing” bagi sebagian besar pemerintahan di ASEAN untuk menjadikannya perisai pem-
belaan atas problem-problem HAM yang akut menahun di kawasan ini. Ini khususnya digunakan
negeri-negeri otoriter yang dianggap memiliki catatan HAM terburuk di tingkat global seperti negeri
otoriter Burma.

Sementara itu di tahun 2011, Indonesia akan menjadi pimpinan ASEAN, termasuk di AICHR. Indo-
nesia de facto dianggap sebagai pemimpin politik ASEAN, tidak hanya mempertimbangkan peran
geopolitik, jumlah populasi, namun juga transisi demokrasi -yang dianggap terlalu optimis oleh ko-
munitas internasional- yang stabil menyangkut soal keamanan dan absennya kekerasan yang massif,
bila dibandingkan negeri-negeri dengan transisi semula (dan sebagian lagi bahkan sulit dikategorikan
sebagai negeri demokrasi). Indonesia juga lewat perwakilannya dianggap paling progresif menyang-
kut sikap mandat komisi yang seharusnya lebih kuat dan terbuka pada konsultasi publik yang relatif
transparan. Pada pembahasan rancangan terms of reference dari AICHR pihak Indonesia terlihat
yang paling ngotot dalam mengusahakan mandat yang jauh lebih kuat, walaupun akhirnya gagal.
Setelah itu komisioner yang mewakili Indonesia di AICHR juga seorang aktivis HAM yang memiliki
komitmen panjang soal HAM dan punya sikap kritis terhadap agenda HAM internasional sebelum ini.

43



KESIMPULAN
DAN
REKOMENDASI

Setelah 12 tahun transisi politik di Indonesia, empat kali amandemen konstitusi dan 3 kali Pemilu,
Indonesia masih diselimuti problem kekerasan dan kegagalan menghukum para pelaku kejahat-
an tersebut. Regenerasi pimpinan di lembaga-lembaga hukum tidak membawa kabar baik dalam
upaya perlindungan (hukum) bagi korban dan kelompok rentan di Indonesia. Sebagaimana dalam
pemaparan di atas, justru rasa tidak aman dan tidak ada jaminan disebabkan oleh institusi dan aparat
negara. Kepolisian menjadi lembaga yang paling dominan menunjukkan watak kekerasan dan dis-
kriminatif sepanjang 2010. Sama halnya dengan polisi, TNl masih menikmati lemahnya mekanisme
korektif atas kejahatan yang dilakukan oleh personel-personelnya. Kemajuan hukum HAM di Indo-
nesia seperti tak berdaya, sekadar tulisan. Prinsip dan aturan yang sudah diakomodir dalam sejumlah
aturan (termasuk aturan-aturan HAM Internasional yang sudah diratifikasi oleh negara Indonesia)
tidak dipatuhi. Aparat negara gagal meresapi prinsip-prinsip demokratis yang anti kekerasan dalam
praktik sehari-hari.

Presiden SBY dan pemerintahannya kelihatan cukup bangga dengan situasi sebatas memiliki aturan
HAM dan berbaik wajah di komunitas regional. Dalam konteks nasional sepanjang 2010 SBY dan
pemerintahannya lebih memilih menjaga stabilitas politik koalisinya ketimbang penegakan HAM.
SBY membiarkan pendekatan keamanan gaya Orde Baru ( dan kriminalisasi) dalam melihat persoalan
aktivitas politik anti pemerintah di Maluku dan Papua. Seolah lupa bahwa demokrasi harus menjamin
ruang dialog dan anti kekerasan. Demikian juga dalam agenda pemberantasan terorisme. Hal ini
berbanding kontras dengan kealpaan perlindungan kepada masyarakat minoritas. Sepanjang 2010
HAM banyak terlanggar akibat dari kebijakan yang berorientasi kepentingan Negara (state interest)
dibanding kebijakan yang berorientasi kepentingan manusia (human interest) kedaulatan dan ter-
orisme. Negara aktif melakukan tindakan atas situasi yang menjadi agenda global dan mengancam
integritas fisiknya. Negara abai dalam perlindungan eksistensi kelompok-kelompok kecil atau indivi-
du-individu yang rentan. Termasuk masih membiarkan ketiadaan koreksi atas persoalan kekerasan
di masa lalu. Di sisi lain, makin hari makin penderitaan dan kekecewaan makin meluas, dari Aceh
hingga Papua, bahkan Negara tetangga Timor Leste. Tidak heran jika kemudian popularitas SBY dan
pemerintahannya melorot signifikan.

Ke depan kami khawatir bahwa negara semata-mata hanya memilih strategi promosi HAM yg nor-
matif. Strategi ini bukannya tidak penting, namun sangat tidak memadai bagi kebutuhan dan tuntu-
tan pokok atas restorasi penuh hak asasi manusia di Indonesia. Ini artinya ada kegiatan promosi yang
menjadi batas minimalis untuk mengukur komitmen HAM negara. Beberapa agenda tersebut adalah

a4 Catatan Situasi HAM di Indonesia Tahun 2010



mendorong peran dan fungsi yang lebih efektif atas Komisi HAM ASEAN (AICHR) untuk sekedar
membuktikan kepemimpinan Indonesia di regio ASEAN; meluncurkan Rencana Aksi Nasional HAM
(RANHAM) baru; dan meratifikasi suatu instrumen HAM penting seperti konvensi Buruh Migran,
Statuta Roma, Konvensi Anti Penghilangan Paksa, dan sebagainya. Tindakan ini baik namun tidak
cukup. Oleh karenanya kami mengusulkan agar Presiden SBY dan pemerintahannya untuk segera
membuat terobosan dalam menyikapi situasi ini dengan cara membuat cetak biru (blue print) pen-
egakan HAM Indonesia. Cetak biru ini harus berisi visi penegakan HAM sesuai dengan cita bangsa
Indonesia yang humanis dan anti diskriminasi; memuat persoalan HAM di Indonesia; dan memuat
rumusan-rumusan yang strategis untuk mengkoordinasikan dan memberanikan aparat hukum
melakukan tindakan guna menjamin rasa aman dan keadilan korban dan masyarakat, sesuai bunyi
aturan-aturan hukum yang sudah ada.

Ke depan, beberapa ukuran keberhasilan HAM yang patut dijadikan alat ukur, diantaranya, ada
tindak lanjut kasus penuntasan kasus Munir, berkurangnya angka kekerasan terhadap jurnalis dan
aktivis lainnya; tidak mengkriminalkan aktivis politik Papua dan Maluku serta adanya dialog damai
terutama untuk Papua; jaminan perlindungan identitas, agama dan keyakinan terhadap kelompok-
kelompok tertentu; adanya komitmen memperbaiki lembaga-lembaga kontrol dan akuntabilitas;
terakhir proses legislasi tidak boleh membajak aturan-aturan HAM keluar dari standar dan batas
yang fundamental.
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Tabel Kekerasan Berbasis Agama

LAMPIRAN

Januari Bogor,

Jawa Barat

Teror dan intimidasi
terhadap jemaat Ge-
reja  Taman Yasmin
Bogor dengan maksud
agar menghentikan ak-
tivitas peribadatan

Warga  sekitar
dan ormas mus-
lim

Jemaat merasa
terteror dan ter-
intimidasi  setiap

melakukan ibadah

Januari Karawang,

Jawa Barat

Intimidasi terhadap
jemaat Gereja City
Blessing di Karawaci

dengan maksud agar
menghentikan aktivitas
peribadatan

Warga  sekitar
dan ormas mus-
lim

Jemaat merasa
terintimidasi  dan
tidak tenang se-
tiap  melakukan
ibadah

Januari Lampung

Intimidasi terhadap je-
maat GKSBS Lampung
dengan maksud agar
menghentikan aktivitas
peribadatan

Warga  sekitar
dan ormas mus-
lim

Jemaat merasa
terintimidasi  dan
tidak tenang se-
tiap  melakukan
ibadah
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Januari

Januari

Februari

April

Dusun Cang-
krep Kidung,
Purworejo

Karawang,
Jawa Barat

Bekasi, Jawa

Barat

Kendal, Jawa

Tengah

Penyerangan terhadap
Panti Asuhan Griya
Pamengku dan Seko-
lah Menengah Teologi
Kristen (SMTK) KADESI
yang bertujuan untuk
mengusir  anak-anak
sekolah dan pengelola
panti asuhan keluar
dari lokasi Yayasan dan
sekolah tersebut. Para
pelaku  mengancam
akan membakar Panti
Asuhan dan SMTK jika
masih  terus melak-
sanakan aktivitasnya.

Penolakan pembangu-
nan gereja HKBP Kar-
awang masih dalam
pembangunan

Penyerangan dan
penutupan paksa akti-
vitas peribadatan umat
Kristiani di Gereja GPIB
Galileo, Bekasi Selatan

GKJ  Sukoharjo  dis-
erang dan dibakar
massa pada malam

hari sebelum paskah

Sejumlah santri

Sejumlah warga
di sekitar gereja

Ratusan  orang
dari 16 ormas
radikal

Sejumlah massa
tak dikenal

Murid SMTK KA-
DESI tidak dapat
belajar/ beraktivi-
tas serta yayasan
Panti Asuhan
Griya Pameng-
ku tidak dapat
melaksanakan ak-
tivitasnya  seperti
biasa

Pembangunan
gereja HKBP Kar-
awang  menjadi
terhambat

Jemaat tidak
dapat  melanjut-
kan peribadatan
yang sedang ber-

langsung

Bangunan gereja
tidak dapat digu-
nakan karena ter-
bakar




April

Mei

Juni

Banjarsari,
Temanggung
Jawa Tengah

Jakarta

Cirebon, Jawa
Barat

Penyerangan dan pem-
bakaran Gereja Penta-
kosta di Tlogero

Gedung Sekolah Kato-
lik Santo Bellarminus
(SD, SMP, dan SMA)
diserang dan  diru-
sak oleh 12 orang tak
dikenal. Penyerangan
ini merupakan  kali
pertama terjadi sejak
sekolah ini berdiri pada
1993.

Ancaman dan intimi-
dasi penutupan dua
gereja di Cirebon den-
gan alasan tidak memi-
liki ijin

Sejumlah massa
tak dikenal

12 orang tak
dikenal

FPI, FUI, dan
GAPAS (Gerakan
Anti Pemurtadan
dan Aliran Sesat)

Jemaat gereja ti-
dak dapat beriba-
dah di Gereja
Pantekosta karena
bangunan gereja
terbakar

Kaca-kaca ruang
kepala  sekolah
dasar, kantor

yayasan, dan kan-
tor rumah tangga,
dan pos keaman-
an pecah. Selain
itu, sekolah Kato-
lik Santo Bellarmi-
nus (SD,SMP dan
SMA)  diliburkan
selama 3 hari

ditutup

Gereja
paksa pada saat
jemaat gereja se-
dang melakukan
ibadah
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Agustus

Juli

Agustus

Manislor, Kun-
ingan, Jawa
Barat

Asahan G e -

reja HKBP
Haunapitu,
Asahan

Ratusan massa ormas
islam radikal meny-
erang jemaat gereja
Huria  Kristen Batak
Protestan (HKBP)
Pondok Indah Timur
pukul 9 pagi di Kam-
pung Ciketing Asem,
Kecamatan  Mustika
Jaya, Kota Bekasi, Jawa
Barat

Sejumlah massa yang
berasal dari berbagai
daerah  mendatangi
masjid An Nur milik ja-
maah Ahmadiyah den-
gan maksud menyegel
permanen masjid An
Nur

di serang oleh orang
tak  dikenal,
membakar rumah je-
maat setempat.

Ratusan
FPI

massa

sekitar 300 mas-
sa dari Kunin-
gan, Ciamis dan
Indramayu

Sejumlah massa

serta | tak dikenal

jemaat HKBP Cik-
eting terpaksa
menghentikan
ibadahnya karena
tiba-tiba didatangi
ratusan massa FPI,
terjadi perdebatan
antara pemimpin
FPI Bekasi dengan
pendeta Luspida
(pendeta  Gereja

HKBP Ciketing)

jamaah  Ahmadi-
yah berusaha ber-
tahan  sehingga
terjadi  bentrok
antara massa pe-
nyerang dengan
warga ahmadiyah

Bangunan gereja
mengalami  keru-
sakan, rumah je-
maat terbakar




Oktober

Oktober

Tangerang,
Banten

Sukoharjo,
Jawa Tengah

Intimidasi
jemaat Gereja  Kris-
ten  Baptis Jakarta
(GKBJ) Pos Sepatan di
Tangerang, Banten.
Intimidasian  tersebut
mengarah pada pe-
maksaan kepada je-
maat untuk menyetujui
penutupan gedung ge-
reja mereka

terhadap

Pada dinihari, seke-
lompok orang tidak
dikenal yang menggu-
nakan 6 sepeda motor
berhenti di depan Ge-
reja Kristen Jawa (GKJ)
Gembyog di  Desa
Ngemplak, Kartasura,
dan berusaha memba-
kar gereja tersebut
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Sejumlah ormas
radikal dan ang-
gota FKUB

12 orang tak
dikenal  (meng-
gunakan 6
sepeda  motor,
menggunakan
helm  tertutup
dan jaket hitam)

Jemaat GKBJ
Tangerang, Bant-
en dipaksa meny-
etujui penutupan
gereja

Upaya  pemba-
karan tersebut
berhasil  digaga-
lkan oleh warga
sekitar gereja.
Beberapa jendela

gereja rusak ter-
bakar




November [Bandunag,

Jawa Barat

Sumber: Dokumentasi KontraS 2010

Puluhan massa dari
ormas islam radikal
berunjuk rasa di hala-
man Gereja Rehoboth
Barea di jalan Kasarak,
Bandung. Mereka
menuntut pemerintah
kota Bandung men-
cabut izin keberadaan
Gereja Rehoboth
Berea yang dianggap
meresahkan  warga.
Bahkan  mengancam
akan  mendatangkan

massa yang lebih besar
jika dalam seminggu
pemerintah kota Band-
ung belum menutup
gereja tersebut

puluhan

ang-

gota Garis (Ger-

akan
Islam)

Reformis

Jemaat gereja Re-
hoboth  merasa
terancam  untuk
melakukan aktivi-
tasnya




Profil KontraS

KontraS, yang lahir pada 20 Maret 1998 merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejum-
lah organisasi civil society dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM
yang telah terbentuk pada tahun 1996. Sebagai sebuah komisi yang bekerja memantau per-
soalan HAM, KIP-HAM banyak mendapat pengaduan dan masukan dari masyarakat, baik ma-
syarakat korban maupun masyarakat yang berani menyampaikan aspirasinya tentang prob-
lem HAM yang terjadi di daerah. Pada awalnya KIP-HAM hanya menerima beberapa pengaduan
melalui surat dan kontak telefon dari masyarakat. Namun lama kelamaan sebagian masyara-
kat korban menjadi berani untuk menyampaikan pengaduan langsung ke sekretariat KIP-HAM.

Dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat korban, tercetuslah ide untuk membentuk sebuah
lembaga yang khusus menangani kasus-kasus orang hilang sebagai respon praktik kekerasan yang
terus terjadi dan menelan banyak korban. Pada saat itu seorang ibu yang bernama Ibu Tuti Koto
mengusulkan dibentuknya badan khusus tersebut. Selanjutnya, disepakatilah pembentukan sebuah
komisi yang menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan dengan nama KontraS.

Dalam perjalanannya KontraS tidak hanya menangani masalah penculikan dan penghilan-
gan orang secara paksa tapi juga diminta oleh masyarakat korban untuk menangani berbagai
bentuk kekerasan yang terjadi baik secara vertikal di Aceh, Papua dan Timot-Timur maupun se-
cara horizontal seperti di Maluku, Sambas, Sampit dan Poso. Selanjutnya, ia berkembang men-
jadi organisasi yang independen dan banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik ke-
kerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam perumusan kembali peran dan posisinya, KontraS mengukuhkan kembali visi dan misinya
untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan
civil society lainnya. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki Kontra$S diarahkan
guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistim dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil
serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prin-
sip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik. Artinya, kekerasan
disini bukan semata-mata persoalan intervensi militer ke dalam kehidupan politik. Akan tetapi, leb-
ih jauh menyangkut kondisi struktural, kultural dan hubungan antar komunitas sosial, kelompok-
kelompok sosial serta antar strata sosial yang mengedepankan kekerasan dan simbol-simbolnya.

Visi

Terwujudnya demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prin-
sip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak
asasi manusia atas alasan apapun, termasuk yang berbasis gender.

Misi

- Memajukan kesadaran rakyat akan pentingnya penghargaan hak asasi manusia, khususnya kepe-
kaan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai aki-
bat dari penyalahgunaan kekuasaan negara.

- Memperjuangkan keadilan dan pertanggungjawaban negara atas berbagai bentuk kekerasan dan
pelanggaran berat hak asasi manusia melalui berbagai upaya advokasi menuntut pertanggungja-
waban negara.

- Mendorong secara konsisten perubahan pada sistem hukum dan politik, yang berdimensi pengua
tan dan perlindungan rakyat dari bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Nilai-nilai Dasar

Sebagai organisasi, KontraS berusaha memegang prinsip-prinsip antara lain adalah non-partisan dan
non-profit, demokrasi, anti kekerasan dan diskriminasi, keadilan dan kesetaraan gender, dan keadi-
lan sosial.
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Struktur Organisasi
Koordinator Eksekutif Kontra$S : Haris Azhar

Anggota

KontraS Aceh : Hendra Fadli

KontraS Sumatera Utara : Muchrizal Syahputra
Kontra$S Surabaya : Andi Irfan

Kontra$S Sulawesi : Andi Suaib

KontraS Nusa Tenggara : Marthen Salu
KontraS Papua : Olga Hamadli
Dewan Federasi

Kontra$S Jakarta : Usman Hamid
KontraS Aceh : Tarmizi

KontraS Sumatra Utara : Oslan Purba

Kontra$S Surabaya : Herlambang Perdana Wiratraman
KontraS Papua . J Harry Maturbongs
Kontra$S Sulawesi : Pdt. Rinaldy Damanik

KontraS Nusa Tenggara : Teguh P Nugroho

Badan Pekerja: Adrian Budi Sentosa, Agus Suparman, Agustina Dwi Sandrasari, Ali Nur Syahid,
Chrisbiantoro, Heri, Heryati, Indria Fernida Alphasony, M Daud, M. Harits, Nur Ain, Papang Hidayat,
Puri Kencana Putri, Putri Kanesia, Regina Astuti, Rohman, Sinung Karto, Sri Suparyati, Sugiarto Sy-
amsul Alam Agus,Yati Andriyani, Yuliana Erasmus, Victor Da Costa

Profil Human Loves Human

Human Loves Human adalah kampanye social yang dilakukan oleh Kontra$, tujuannya adalah un-
tuk mencegah tindakan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dengan cara menginspirasi
orang untuk mencintai yang lain karena melukai yang lain dan ketidakadilan bagi yang lemah bisa
berubah kepada toleransi dan penghormatan kepada manusia seutuhnya.

Human Loves Human adalah upaya untuk memperkuat jembatan dengan menyebarkan kedamaian
dan anti kekerasan. Kekerasan dan perang menodai politik yang bersih dan budaya diperlukan un-
tuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan.

Cinta dalam “Human Loves Human" mungkin bisa diinterprestasikan sebagai cinta manusia. Itu
tidak salah. Apa yang kita inginkan adalah untuk memelihara jenis cinta yang lebih besar yakni
cinta antara manusia dengan mahluk hidup lainnya. Eric Fromm menulis tentang seni dari mencintai
dalam hubungan yang romantis antara ibu-bapak dan anak, sahabat, dan para pecinta, rendah
hati, berkorban dan berani. Sejarah manusia telah membuktikan bahwa kebencian dan ketamakan
mengakibatkan penderitaan dan kerusakan bagi alam, termasuk pemanasan global. Yang semuanya
memburuk kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya.
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